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ABSTRACT 
 
 This study aims to know the management of the Village Fund and the 
impact on peope’s welfare start from planning, implementation, administration, 
reporting and accountability and the impact of the use of village funds in 
education sector, health sector, economic sector, and agriculture sector. 
This study uses qualitative descriptive method with case studies. The data 
sources used in this research are primary data sources and secondary data. 
Informan in this study were village secretary, the head of financial affairs, BPD, 
the local village facilitator, and representatives of community leaders in Pokak 
Ceper Klaten. 
The results of this study indicate that the management of Village Fund in 
the Pokak village broadly in accordance with applicable regulations, only in the 
implementation of the community is not actively involved. The impact from Village 
Fund already felt on people’s term of education, health, and agriculture. But from 
an economic standpoint the people’s has not yet felt the impact of village funds. 
 
Keywords        : Village Funds, Development, People’s Empowerment, Poeple’s 
Welfare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa dan 
dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta dampak 
penggunaan dana desa dilihat dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor 
ekonomi dan sektor pertanian. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi 
kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, 
Kaur Keuangan, BPD, Pendamping Lokal Desa, dan perwakilan tokoh masyarakat 
di Desa Pokak Ceper Klaten. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan DD di desa 
Pokak secara garis besar sudah sesuai peraturan yang berlaku, hanya saja dalam 
pelaksanaanya masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Dampak dari adanya dana 
desa sudah dirasakan oleh masyarakat dari pendidikan, kesehatan dan juga segi 
pertanian. Tapi dari sisi ekonomi masyarakat belum begitu merasakan dampak 
dari adanya dana desa. 
 
Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, 
Kesejahteraan Masyarakat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Dana desa menjadi salah satu program yang diunggulkan oleh Presiden RI 
periode 2015-2019. Dalam visi trisaktinya yakni “Membangun Indonesia dari 
Pinggiran” salah satunya tentang kemandirian ekonomi (Nafidah dan Anisa, 
2017). Visi kemandirian ekonomi tersebut dapat dimulai dari wilayah terkecil 
yang ada di Indonesia yakni di suatu desa. Agenda pembangunan tersebut juga 
termuat di dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Nafidah dan Anisa, 
2017). 
Demi terciptanya kemandirian ekonomi, maka suatu desa setiap tahunnya 
akan menerima kucuran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Dana tersebut akan ditransfer ke rekening kas desa dimana dana 
tersebut akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta akan diprioritaskan untuk 
pemberdayaan masyarakat. Dana itulah yang disebut dengan Dana Desa 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Demi terciptanya tujuan tersebut, maka penyaluran dana desa harus bisa 
direalisasikan dengan segera pada tahun berjalan. Proses penyaluran tersebut 
harus melalui beberapa tahap, dimana terdapat pula syarat-syarat yang harus 
dipenuhi. Tahap pertama dicairkan pada bulan Maret sebesar 40%, tahap kedua 
pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga 20% pada bulan November 
(BPKP, 2015). 
Setelah dana desa cair tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik agar 
tujuan dari pemberian dana desa dapat tercapai. Pengelolaan keuangan desa terdiri 
atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan 
dan pertanggungjawaban serta tahap pengawasan (BPKP, 2015). Saat ini proses 
pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem yang diberi nama Sistem 
Keuangan Desa (SisKeuDes). Dengan adanya sistem terkomputerisasi tersebut 
akan semakin memudahkan dalam pengawasannya sehingga prinsip akuntabilitas 
dapat terwujud. 
Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa yakni tahap 
perencanaan. Dalam tahap ini akan diadakan musyawarah mengenai perencanaan 
pembangunan yang akan dilaksanakan untuk periode tahun selanjutnya, selain itu 
juga membahas mengenai RPJM dan RKPDes yang tentunya harus diselaraskan 
dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam musyawarah 
tersebut tingkat partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa, lembaga 
masyarakat, RT dan RW menjadi indikator utama dalam tahap perencanaan 
(Hulu, Harahap dan Nasution, 2018). 
Tahap kedua dalam pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan. 
Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan 
desa. Dalam tahap ini identik dengan pengadaan barang dan jasa serta kewajiban 
perpajakan. Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif 
dalam menjalankan semua kegiatan pembangunan yang sedang dijalankan 
(BPKP, 2015). 
Semua program yang dijalankan tersebut harus dilakukan kegiatan 
penatausahaan. Secara umum, kegiatan penatausahaan tersebut dilaksanakan oleh 
Bendahara Desa. Kegiatan penatausahaan terdiri atas buku kas umum, buku bank, 
buku pajak, buku pembantu dan register (BPKP, 2015). 
Setelah semua program terlaksana, maka tahap selanjutnya dalam 
pengelolaan keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala 
desa menyampaikan laporan realisasi dana desa kepada Bupati atau Camat. Untuk 
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai pertanggungjawaban 
penggunaan dana desa yang sudah diprioritaskan tersebut juga harus melibatkan 
masyarakat (Hulu, Harahap dan Nasution, 2018). 
Secara umum, penggunaan Dana Desa lebih diprioritaskan untuk bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarkat (Lapananda, Yusran, 2016:87). 
Pelaksanaan pembangunan desa lebih kepada pembangunan sarana prasarana 
yang ada di desa, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan 
embung, pelestarian lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana alam 
seperti banjir, tanah longsor dan lainnya (Meutia dan Liliana, 2017). 
Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, lebih kepada hal-hal yang 
dapat menambah nilai lebih suatu kegiatan yang sudah ada. Pemberdayaan 
masyarakat lebih diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sosial dasar, 
pengelolaan sumber daya lokal seperti pariwisata, pengelolaan usaha ekonomi 
produktif seperti kerajinan yang ada disuatu desa, penguatan kapasitas terhadap 
bencana yang sering terjadi dan lain sebagainya (DJPK, 2017). 
Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Pokak Kecamatan Ceper 
Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi ini berdasarkan permasalahan yang ada 
didesa Pokak, bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2018 mendapatkan 
peringatan dari Pendamping Lokal Desa (PLD) dikarenakan program yang 
dijalankan terlalu banyak, sehingga hanya akan mempersulit dalam proses 
pengawasannya. Selain itu hanya akan menambah anggaran dalam pembuatan 
laporan pertanggungjawaban untuk setiap program yang direalisasikan. 
Selain itu, peneliti memilih objek tersebut dikarenakan isu-isu yang sedang 
hangat diperbincangkan oleh masyarakat sekitar Desa Pokak Kecamatan Ceper 
Kabupaten Klaten. Pelaksanaan program pembangunan yang didanai dari dana 
desa baru terlihat nyata ditahun ini baik pembangunan secara fisik maupun non 
fisik selain pembangunan sarana prasarana jalan. 
Namun, pelaksanaan program pembangunan di Desa Pokak masih terdapat 
beberapa permasalahan. Permasalahannya, pada musim kemarau sumber air di 
Sendang Sinongko cenderung berkurang sehingga mengakibatkan kekurangan air 
untuk irigasi, karena di Desa Pokak sistem pengairannya masih mengandalkan 
dari sendang tersebut (RPJMDes Desa Pokak, 2014-2019). 
Permasalahan yang ada di Desa Pokak terkait pengelolaan dana desa, 
bahwa pada tahap pelaksanaan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam 
proses pembangunan. Pada tahap ini semua program yang dijalankan sudah 
dikerjakan oleh pihak pemborong (Ketua RT 05 Bapak Sutopo, 06 Januari 2019). 
Salah satu penggunaan dana desa adalah diperuntukkan dalam bidang 
pelaksanaan pembangunan yakni pembangunan kios milik desa. Dari hasil 
wawancara dengan pedagang yang berjualan diobyek wisata Sendang Sinongko 
bahwa untuk dapat menempati kios yang didanai dari dana desa tersebut, 
masyarakat harus membayar sejumlah uang. Masyarakat sekitar harus membayar 
biaya sewa, karena bangunan tersebut milik pihak kelurahan. Seharusnya 
pembangunan kios tersebut menjadi fasilitas yang diberikan kepada masyarakat 
secara cuma-cuma (Wawancara, Ibu Parti Pedagang, 27 September 2018). 
Penelitian ini dilakukan disalah satu desa di Kecamatan Ceper Kabupaten 
Klaten dengan memfokuskan pada Pengelolaan Dana Desa melalui beberapa 
tahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta 
pertanggungjawaban. Selain itu juga akan melihat dari sisi penggunaan dana 
untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan, apakah dampaknya itu benar-
benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak.  
Dalam pelaksanaanya, Nafidah dan Anisa (2017) tentang Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang menunjukkan hasil bahwa 
pengelolaan keuangan di Desa Sumbermulyo, Bareng dan Kauman sudah dikelola 
secara akuntabel dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawabannya. Namun juga masih terkendala terkait 
pencairan anggaran serta masih keterbatasan SDM yang memahami terkait 
pengelolaan dana tersebut. 
Sama halnya dengan penelitian Meutia dan Liliana (2017) tentang 
Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir yang menunjukkan 
hasil pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan sudah 
terlaksana sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 
desa. Meskipun masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaporan 
dan pertanggungjawaban yakni keterbatasan SDM. 
Penelitian yang dilakukan Azlina, Hasan, Desmiyawati dan Muda (2017) 
yang berjudul “The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at 
Villages in Coastal in Riau)” juga menunjukkan hasil yang sama bahwa dana desa 
yang dikucurkan pemerintah kepada desa sudah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku dan sesuai dengan target yakni diperuntukkan untuk kesejahteraan 
masyarakat. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, banyak desa yang sudah 
menerapkan tahap-tahap pengelolaan keuangan desa, dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, sampai tahap pertanggungjawaban. Namun masih terkendala SDM 
serta dalam hal partisipasi yakni kurang melibatkan masyarakat dalam 
pengambilan keputusannya, serta penggunaan dana desa  yang belum dirasakan 
oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik 
untuk meneliti dalam judul “Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Kurangnya keterlibatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam tahap 
perencanaan mengakibatkan ketidaktepatan dalam prioritas pendanaan. 
2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan 
menunjukkan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam proses 
pengelolaan keuangan desa. 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa di Desa Pokak 
Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa, serta dampak kesejahteraan yang 
dirasakan oleh masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga 
pertanian. 
 
1.4       Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
perumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan Dana Desa dan dampaknya 
terhadap kesejahteraan masyarakat? 
 
1.5       Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 
 
1.6      Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
beberapa pihak berikut ini: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbang 
pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Pengelolaan 
Dana Desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di 
bidang karya ilmiah Akuntansi sebagai bahan masukan bagi penelitian 
sejenis di masa yang akan datang. 
2. Secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada 
perangkat desa dalam mengelola dana desa agar dalam menyelenggarakan 
pemerintahan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hal anggaran dan 
realisasinya. 
 
1.7        Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
No. Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian 
1. Nafidah dan 
Anisa (2017) 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa di  
Jenis penelitian 
yang digunakan 
yakni Deskriptif 
Kualitatif. Sampel 
Pengelolaan 
keuangan desa 
mulai tahap 
perencanaan, 
 Tabel berlanjut..... 
Lanjutan Tabel 1.1 
No. Peneliti Judul Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
  Kabupaten 
Jombang 
dalam penelitian 
ini yakni Desa 
Sumbermulyo, 
Bareng, dan 
Kauman. Teknik 
analisis data 
yang digunakan 
menurut Miles 
dan Huberman 
yakni reduksi 
data, penyajian 
data dan 
penarikan 
kesimpulan. 
pelaksanaan, 
penatausahaan, 
pelaporan dan 
pertanggungjawaban di 
Desa Sumbermulyo, 
Bareng dan Kauman 
sudah dikelola secara 
akuntabel. 
2. Meutia dan 
Liliana 
(2017) 
Pengelolaan 
Keuangan 
Dana Desa 
Jenis Penelitian 
yakni Kualitatif 
dan Kuantitatif. 
Populasi adalah 
seluruh desa di 
Kabupaten Ogan 
Ilir. Sampelnya 
adalah 26 desa. 
Teknik analisis 
data dengan 
proses deskripsi 
kuantitatif dan 
kualitatif. 
Aspek pengelolaan 
keuangan secara umum 
sesuai dengan 
Permendagri No. 113 
Tahun 2014 dan 
mematuhi prinsip daar 
pengelolaan keuangan. 
Pelaporan dan 
pertanggungjawaban 
masih menjadi masalah 
bagi beberapa desa, 
karean belum semua 
desa memiliki SDM 
yang kompeten. Hal ini 
mengakibatkan 
ketimpangan dalam 
pelaksanaan 
pembangunan di 
Pedesaaan. 
3 Azlina, 
Hasan, 
Desmiyawa 
ti dan Muda 
(2017) 
The 
Effectiveness 
of Village 
Fund 
Management 
 
Jenis penelitian 
Kualitatif. 
Populasi yang 
digunakan yakni 
seluruh desa di 
Kecamatan  
Hasil penelitian 
menunjukkan hasil 
bahwa dana desa yang 
dikucurkan pemerintah 
pusat kepada 
pemerintah desa sudah 
                           Tabel berlanjut.... 
Lanjutan Tabel 1.1 
No. Peneliti Judul Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
  (Case Study 
at Villages in 
Coastal 
Areas in 
Riau). 
Bengkalis yang 
berjumlah 28 
desa. Sampel 
ada 6 desa yakni 
Perapat 
Tunggal, 
Sebauk, 
Ketapapati, 
Ketam Putih, 
Sungai Batang. 
 
sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dan sudah 
sesuai dengan target. 
Dana juga sudah 
terealisasi 100% sesuai 
dengan peruntukannya. 
Kegiatan yang 
bersumber dari dana 
desa suda dilaporkan 
dalam bentuk realisasi 
dana desa kepada 
Bupati. 
4. Jamalud 
din, 
Sumaryana, 
Rusli dan 
Buchari 
(2018) 
Analisis 
Dampak 
Pengelolaan 
dan 
Penggunaan 
Dana Desa 
terhadap 
Pembangun 
an Daerah 
Jenis penelitian 
Kualitatif. 
Sampel dalam 
penelitian yakni 
Kepala Desa, 
BPD, 
Masyarakat. 
Teknik analisis 
menggunakan 
wawancara 
secara 
mendalam. 
Hasil analisis 
menunjukkan bahwa 
pengelolaan dan 
penggunaan Dana Desa 
tidak memberi dampak 
signifikan bagi 
pertumbuhan 
pembangunan daerah 
dan program 
pembangunan Desa 
tidak singkron dengan 
kebijakan 
pembangunan Daerah 
(RPJM Daerah). 
 
5. Hulu, 
Harahap 
dan 
Nasution 
(2018) 
Pengelolaan 
Dana Desa 
dalam 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
Desa 
Jenis penelitian 
kualitatif 
deskriptif. 
Sampel terdiri 
dari Kepala 
Desa, Sekretaris 
Desa, 
Bendahara, 
Masyarakat, 
BPD 
Hasil penelitian, 
pengelolaan dana desa 
tidak transparan, 
penduduk desa tidak 
berpartisipasi aktif. 
Pengelolaan dana desa 
diprioritaskan untuk 
pemberdayaan fisik 
seperti pembangunan 
jalan dan limbah.  
Tabel berlanjut.... 
Lanjutan Tabel 1.1 
No. Peneliti Judul Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
   Teknik analisis 
tidak ada. 
Pemberdayaan non fisik 
lebih ke Pemberdayaan 
Keluarga Sejahtera (PKK). 
 
6 Hartanti 
dan 
Yuherti 
na (2018) 
Transparency
, Accounta-
bility and 
Responsi-
bility in an 
Indonesia 
Village 
Financial 
Management 
Kualitatif 
dengan 
paradigma 
interpretatif. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
yakni Kepala 
Desa, Sekretaris 
Desa, lembaga 
Konsultasi 
Masyarakat 
Desa, 
Masyarakat. 
Teknik analisis 
data 
menggunakan 
wawancara 
secara langsung 
dan mendalam. 
Pengelolaan Keuangan 
desa dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban 
belum sepenuhnya 
menerapkan transparansi, 
akuntabilitas dan 
partisipasi. Pada tahap 
perencanaan belum 
menerapkan transparansi 
dan partisipasi. Hal 
tersebut dikarenakan 
faktor SDM yang masih 
lemah. 
7. Julita, 
Elma 
(2018) 
Pengelolaan 
Dana Desa 
(DD) di Desa 
Sungai Ara 
Kecamatan 
Pelalawan 
Kabupaten 
Pelalawan 
Tahun 2016 
Jenis penelitian 
Kualitatif 
Deskriptif. 
Sampel tidak 
disebutkan. 
Teknik analisis 
data yang 
digunakan 
mulai dari 
mengumpulkan 
data, dianalisis, 
dibandingkan, 
dan disimpulkan 
 
Pengelolaan Dana Desa di 
Sungai Ara sudah 
dilaksanakan sesuai 
peraturan yang berlaku, 
namun penerapan asas 
pengelolaan keuangan 
desa belum diterapkan 
yakni kurangnya 
transparansi. Selain itu 
juga terdapat hambatan 
lain seperti keterlambatan 
transfer dana, kondisi 
cuaca, dan perangkat desa 
yang kurang kompeten. 
 
        Tabel berlanjut..... 
Lanjutan Tabel 1.1 
No. Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian 
8. Yunita dan 
Christianing
rum 
Measurement 
of 
Accountabilit
y 
Management 
of Village 
Funds 
Jenis penelitian 
yang digunakan 
yakni Kualitatif. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
anggota tim 
aktivitas 
pengelolaan, 
anggota 
konsultan, kepala 
desa, sekretaris 
desa, dan 
komunitas. 
Teknik analisis 
yang digunakan 
yakni reduksi 
data, penyajian 
data, dan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
desa-desa di 
Kabupaten Bangka 
sudah menerapkan 
prinsip akuntabilitas 
dari mulai 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pelaporan dengan 
melihat perspektif 
transparansi, 
kewajiban, 
pengendalian, 
tanggungjawab dan 
partisipasi. 
9. Kurroh 
man,  
(2015) 
Accountabi 
lity of 
planning on 
village fund 
allocation in 
osing 
community in 
Banyuwangi 
Jenis penelitian 
yakni Kualitatif. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah kepala 
desa, sekretaris 
Desa, LPMD, 
BPD, masyarakat. 
Teknik analisis 
data yang 
digunakan yakni  
dengan 
pendekatan 
fenomenologi. 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
akuntabilitas dalam 
tahap perencanaan 
sudah sesuai dengan 
peraturan yang ada, 
serta tingkat 
partisipasi dan aspirasi 
masyarakat 
mengalami 
peningkatan. 
10. Mamuaya, 
Subijono 
dan Hendrik 
(2017) 
Analisis 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa 
Berdasarkan 
Penelitian 
Kualitatif (Studi 
Kasus). Sampel 
tidak disebutkan. 
Teknik analisis 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pengelolaan keuangan 
di Desa Adow belum 
sesuai dengan  
Tabel berlanjut .... 
Lanjutan Tabel 1.1 
No. Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian 
   dengan 
mengumpulkan data, 
menganalisis data, 
menginterpretasikan 
data, kesimpulan. 
Permendagri No. 
113 Tahun 2014 
karena kurang cakap 
nya SDM yang ada.  
Untuk kegiatan 
penatausahaan sudah 
berjalan baik. 
 
 
1.8      Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten 
Klaten. Waktu penelitian dari tahap awal penyusunan perencanaan proposal 
penelitian sampai tahap akhir yakni laporan hasil penelitian, dilaksanakan pada 
bulan September 2018 – Januari 2019. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif 
kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak 
terkait, sedangkan data sekunder  diperoleh melalui gambar, catatan, jurnal dan 
lainnya.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik Triangulasi data. 
1.9      Jadwal Penelitian 
      Terlampir 
1.10     Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian tentang 
pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat ini 
akan di bagi dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub 
bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. 
BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode 
penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari deskripsi konseptual fokus dan 
subfokus penelitian. 
BAB III Metode Penelitian, terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data 
dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan 
uji validitas dan reliabilitas. 
BAB IV  Pembahasan meliputi gambaran umum, hasil penelitian, dan 
pembahasan. 
BAB V Penutup, yang merupakan kesimpulan dan saran dari peneliti. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Teori Akuntabilitas 
 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 
atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan 
suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang 
meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung 
oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, 
tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Nafidah dan Anisa, 2017). 
Sistem akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa adalah 
dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini sebelumnya 
dikenal dengan istilah SIMDA Desa, yang mana merupakan aplikasi sederhana 
yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian dalam Negeri. 
Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola 
keuangan desa (BPKP, 2016). 
Secara umum pada Sistem Keuangan Desa meliputi tiga kelompok menu 
yang disesuaikan dengan tahap pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu 
tersebut terdiri atas perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta 
pelaporan. Dengan adanya sistem pengelolaan dana desa ini maka perangkat desa 
akan semakin dimudahkan, karena sistem ini sudah disesuaikan dengan 
Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
 
2.2 Dana Desa 
Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi setiap desa 
yang ada di Indonesia, dimana dana tersebut ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang akan dipergunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
masyarakat, serta untuk pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 113 Tahun 
2014). Dana Desa menjadi salah satu dari tujuh sumber pendapatan keuangan 
desa. 
 
Gambar 2.1 
Sumber Pendapatan Desa 
 
 
                                                        Sumber : DJPK, 2017 
Salah satu pemberian dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
publik. Pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan melalui poskesdes yang ada 
Pendapatan 
Desa 
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ADD 
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keuangan 
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bupaten 
Hibah dan 
sumbangan 
Lain-lain 
pendapatan 
yang sah 
disetiap desa. Selain itu penggunaan dana desa diharapkan dapat mengentaskan 
belenggu kemiskinan yang ada di desa tersebut dengan cara pemberian lapangan 
pekerjaan dari program-program yang akan dibiayai dari dana. Tujuan lain dari 
pemberian dana desa adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa 
serta diharapkan dapat mengurangi angka kesenjangan antara desa satu dengan 
desa lainnya (DJPK, 2017). 
 
2.2.1 Dasar Hukum Dana Desa  
Dasar hukum Dana Desa meliputi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Tim Visi Yustisia, 2016 
 
UU 6/2014 
tentang 
Desa 
PP 43/2014 tentang 
Peraturan 
Pelaksanaan UU 
6/2014 
PP 47/2015 tentang 
Perubahan atas PP 
43/2014 
PP 60/2014 tentang 
Dana Desa 
bersumber dari 
APBN 
PERMENDAGRI: 
1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman 
Teknis Peraturan di Desa 
2. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa 
3. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa 
PERMENDES: 
 
1. Permendes No. 1/2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Lokal Berskala Desa 
2. Permendes No. 2/2015 tentang Musyawarah 
Desa 
3. Permendes No. 3/2015 tentang Pendamping 
Desa 
4. Permendes No. 19/2017 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa TA 2018 
PMK Nomor 247/PMK.07/2015 
Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Desa. 
2.3 Pengelolaan Dana Desa 
 
Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang (BPKP, 2015). Hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan tiga 
akun utama yakni pendapatan, belanja serta pembiayaan. Dimana akun tersebut 
perlu dikelola dengan baik agar nominal yang didapat atau dikeluarkan dapat 
dipergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan UU 
No. 6 Tahun 2014 bahwa siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap  
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
(UU No. 6 Tahun 2014). 
2.3.1 Perencanaan  
Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa yakni perencanaan. 
Perencanaan keuangan adalah suatu kegiatan dimana dilakukannya perkiraan 
nominal pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu. Perencanaan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah tahap perencanaan penggunaan Dana Desa yaitu 
pembuatan rencana kerja (Julita, 2018). 
Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RPK Desa. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan rencana 
pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam penyusunan RPJM 
Desa, pemerintah desa menggunakan suatu forum untuk membahas dan 
menyetujui mengenai program-program yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari 
dana desa (BPKP, 2015). Perencanaan pembangunan saat ini sudah tersistem 
semua, sehingga akan semakin mempermudah dalam penerapannya. 
Gambar 2.2 
Menu Data Entry 
 
 
Dalam perencanaan siskeudes digunakan untuk mengentri data 
perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJM Desa dan RKP Desa. Menu 
Renstra Desa digunakan untuk memasukkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
Pemerintah Desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJM Desa. Sedangkan 
menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan RPJM dan RKP Pemerintah 
Desa, termasuk yang dientri juga pagu indikatif setiap kegiatan tiap tahun. 
Gambar 2.3 
Data Umum Desa 
 
Gambar 2.4 
Data Visi Misi Desa 
 
Gambar 2.4 
Dana Indikatif 
 
 
 
 
Gambar 2.6 
Perencanaan Kegiatan 
 
 
Namun sebelumnya, untuk mendapat persetujuan mengenai perencanaan 
yang tertuang di dalam RPJM Desa dan RKPDesa harus dilakukan tahapan 
musyawarah. Pertama, dilakukannya Musyawarah Desa (Musdes) yang 
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai hal-hal 
yang bersifat strategis. Saat musyawarah ini BPD akan menampung usulan-usulan 
masyarakat mengenai penggunaan dana desa. BPD merupakan badan 
permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai 
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014). 
Kedua, Kepala Desa beserta perangkat desa menindaklanjuti hasil 
musyawarah desa ke forum yang lebih luas yakni dengan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbagdes). Dalam Musrenbagdes diikuti 
oleh pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh 
agama, tokoh masyarakat. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan kepala desa (BPKP, 2015). 
Dalam Musrenbagdes inilah yang juga membahas mengenai Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dimana untuk RKPDes merupakan 
penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun. Rancangan RKP Desa 
setidaknya berisi mengenai evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, 
prioritas program kegiatan serta anggaran yang dikelola desa, pelaksana kegiatan 
yang berisi unsur perangkat desa dan melibatkan masyarakat sekitar (BPKP, 
2015) 
Gambar 2.7 
Flowchart Tahap Perencanaan 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.    
8.  
9. Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 (Diolah) 
10.   
11. Sumber : UU No. 6 Tahun 2014 (Diolah) 
 
 
Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 
BPD Kepala Desa dan 
Perangkat Desa 
Musrenbangdes 
R. APBDes 
Musdes Pembahasan RPJM 
Desa dan RKP Desa Menetapkan prioritas 
dan skala prioritas 
program kerja dan 
membahhas serta 
menyepakati RKP Desa 
Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa 
dan RKP Desa, dimana RPJMDes dan RKPDes menjadi dasar untuk menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APB Desa merupakan 
rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh BPD. Dalam 
penyelenggaraannya, Musrenbagdes harus melibatkan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan karena keterlibatan masyarakat (partisipasi) menjadi 
indikator keberhasilan Musrenbangdes (Mondale, Aliamin dan Fahlevi, 2017). 
Gambar 2.8 
Flowchart Penyusunan APBDesa 
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Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 
Proses penyusunan APB Desa dimulai dari pelaksana kegiatan. Pelaksana 
kegiatan harus menyampaikan usulan-usulan kegiatan kepada Sekretaris Desa 
sesuai dengan RKP Desa yang telah ditetapkan. Setelah itu Sekretaris Desa 
menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikannya 
kepada Kepala Desa. Selanjutnya kepala desa menyampaikannya kepada BPD 
untuk disepakati bersama. Setelah disepakati, kepala desa wajib menyampaikan 
rancangan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 
(tiga) hari sejak disepakati bersama (BPKP, 2015). 
Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) 
hari sejak diterimanya Rancangan peraturan tentang APB Desa. Dalam hal ini 
Bupati/Walikota akan memberikan evaluasi atas rancangan tersebut, jika memang 
tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada Kepala Desa. Kepala desa wajib 
menyempurnakan rancangan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
diterimanya hasil evaluasi. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling 
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan (BPKP, 2015). 
Hasil 
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2.3.2 Pelaksanaan 
             Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang 
berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang untuk kegiatan di lapangan 
(Julita, 2018). Dalam pelaksanaanya, kegiatan yang berhubungan dengan 
penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh suatu tim desa. Tim tersebut yang 
melaksanakan kegiatan sampai finish (mempertanggungjawabkan) suatu proyek. 
Tim tersebut lebih dikenal dengan istilah Tim Pelaksana Desa, disingkat TPD 
(Rahman, Suwandi dan Hamid 2016). 
             Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan harus 
melalui rekening kas desa. Dalam penggunaanya pun wajib disertai bukti baik 
tertulis maupun sejenisnya, agar dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya. 
Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengajukan pendanaan untuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai dokumen Rencana Anggaran Biaya atau 
disingkat RAB (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
            Dalam pelaksanaanya, Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, efektif, 
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat 
harus dilibatkan pula dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di suatu desa. 
Pelaksanaan pembangunan harus pula memanfaatkan sumber daya yang ada 
disekitar, seperti sumber daya manusia yakni mengambil tenaga kerja dari 
masyarakat sekitar dimana hal ini juga dapat mengurangi angka pengangguran 
serta memberikan lapangan pekerjaan (UU No. 6 Tahun 2014). 
Gambar 2.8 
Alur Swadaya/Partisipasi dari masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BPKP, 2015 
  
 
                Swadaya dan partisipasi merupakan kegiatan yang melibatkan 
masyarakat setempat untuk pelaksanaan pembangunan dalam bentuk uang 
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maupun barang. Sedangkan gotong royong juga merupakan kegiatan yang 
melibatkan masyarakat dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan uang. 
Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong dapat 
dikatakan sebagai kegiatan membangun desa yang mengikutsertakan masyarakat 
yang berupa tenaga dan barang (BPKP, 2015). 
             Pendapatan swadaya dan partisipasi dapat dikumpulkan terlebih dahulu 
untuk kemudian di serahkan kepada pelaksana kegiatan atau dapat diberikan 
kepada Rukun Tetangga (RT) setempat. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat 
dibuatkan bukti penerimaan dalam bentuk kwitansi, sedangkan untuk penerimaan 
dalam bentuk tenaga dapat dibuatkan daftar hadir atau absensi sebagai bukti 
bahwa masyarakat sudah menyumbangkan tenaganya. Pendapatan yang berupa 
uang dapat disetorkan kepada bendahara desa untuk dicatat sebagai realisasi 
penerimaan swadaya (BPKP, 2015). 
                 Setelah pendapatan diterima maka langkah selanjutnya adalah 
mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan. Pengajuan tersebut harus 
disertai dengan dokumen-dokumen salah satunya yakni Rencana Anggaran Biaya. 
Namun sebelum dilaksanakan, RAB harus diverifikasi lebih dulu oleh Sekretaris 
Desa baru kemudian disahkan oleh Kepala Desa. RAB juga dapat menjadi dasar 
untuk pelaksanaan kegiatan untuk melakukan tindakan yang terkait dengan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan (BPKP, 2015). 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6 
Alur Persetujuan RAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014 
2.3.3 Penatausahaan 
 Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang berhubungan 
dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa harus 
mencatat semua penerimaan serta pengeluaran terkait penggunaan dana desa. 
Penatausahaan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas harus 
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menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank (BPKP, 
2015). 
 Saat ini, kegitan penatausahaan sudah dijalankan oleh operator, dimana 
operator tersebutlah yang menjalankan semua kegiatan penatausahaan dengan 
menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes). Dengan sistem ini, semua 
kegiatan penatusahaan akan lebih mudah dalam pengelolaanya. 
Gambar 2. 
Penatausahaan Keuangan Desa 
 
   Sumber: Siskeudes desa Pokak, 2019 
2.3.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban atas hasil apa saja yang 
sudah terealisasi atas program atau kegiatan yang sudah dicanangkan atau 
dibentuk sebelumnya selama kurun waktu tertentu, biasanya satu periode. 
Laporan juga menjadi salah satu sumber informasi mengenai kegiatan yang sudah 
berlangsung (Mondale, Aliamin, dan Fahlevi, 2017). 
Pada tahap ini, Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut berupa laporan 
semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama 
berupa laporan realisasi APBDes sedang laporan semester akhir disampaikan 
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Permendagri No. 113 
Tahun 2014). 
Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahap akhir pengelolaan 
keuangan desa setelah tahap pelaporan (Mamuaya, Valenia, Sabijono dan 
Gamaliel, 2017). Pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke Bupati/ Walikota 
serta disampaikan juga dalam Forum Musyawarah Desa. Masyarakat berhak 
memperoleh informasi baik tertulis atau melalui media informasi lain yang dapat 
dengan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDes yang disampaikan terdiri atas pendapatan, balanja dan 
pembiayaan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan 
dengan peraturan desa. Dimana peraturan desa tentang laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes wajib melampirkan (UU No. 
6 Tahun 2014): 
1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 
2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran 
berkenaan 
3. Format laporan program pemerintah Daerah yang masuk ke desa. 
 
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama 
menggambarkan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester 
I yang akan dibandingkan dengan target dan juga anggarannya, sedangkan untuk 
laporan Semester Akhir menggambarkan realiasi pendapatan, belanja dan 
pembiayaan sampai pada akhir tahun, yang sifatnya adalah akumulasi hingga 
akhir tahun anggaran. 
Beberapa item yang terdapat dalam tahap pelaporan dan 
pertanggungjawaban sistem keuangan desa yakni: 
Gambar 2. 
Laporan Keuangan Desa 
 
Gambar 2.13 
Flowchart Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPKP, 2015 
TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN 
(Dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun / LPJ) 
Pelaksana Keg. Sekretaris Desa Kepala Desa BPD Bupati/Walikota 
Arsip SPP, Lap. 
Kekayaan Milik 
Desa 
Arsip SPP, Lap. 
Kekayaan Milik Desa, 
Lap. Kegiatan, Rincian 
Pendpt, Lap. Program 
Penyusunan LPJ 
                                   
LPJ 
Lap. Kegiatan 
Bendahara 
Rincian 
Pendapatan 
Instansi 
Pemerintah 
Lap. Program 
                       
LPJ 
Persetujuan LPJ 
LPJ LPJ 
Pembahasan 
bersama 
Peraturan Desa 
ttg 
Pertanggungjwb
an APB Desa 
Peraturan Desa 
ttg 
Pertanggungjw
ban APBDesa 
2.4  Prioritas Penggunaan Dana Desa 
 Dana desa filosofinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta pemerataan pembangunan yang ada di suatu desa. Sesuai dengan 
amanat pembukaan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 
kesejahteraan (Anwas, 2014: 2). Dengan pemerataan pembangunan diharapkan 
pelayanan kepada publik dapat meningkat sehingga masyarakat dapat merasakan 
manfaatnya, perekonomian desa dapat lebih maju, mengurangi kesenjangan 
pembangunan antara desa yang satu dengan desa yang lain (Meutia dan Liliana, 
2017). 
 Terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan terkait penggunaan dana 
desa yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan, bidang 
pembangunan serta bidang kemasyarakat (Meutia dan Liliana, 2017). Namun 
dalam Peraturan Kementerian Desa No. 5 Tahun 2015 pasal 5 dijelaskan bahwa 
dana desa lebih diprioritaskan untuk tujuan pembangunan serta pemberdayaan 
masyarakat (Permendesa No. 5 Tahun 2015). 
2.4.1 Bidang Pembangunan 
 Penggunaan dana desa lebih diprioritaskan bagi pembangunan desa. 
Pengalokasian dana tersebut bagi pembangunan, yakni untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup serta diharapkan dengan banyaknya 
pembangunan dapat mengurangi angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan 
dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, 
pengembangan ekonomi lokal yang potensial serta pengelolaan sumber daya alam 
secara berkelanjutan (Meutia dan Liliana, 2017). 
 Pembangunan identik dengan pembuatan gedung, jembatan, rumah atau 
pembangunan fisik lainnya yang wujudnya dapat dilihat (Anwas, 2014: 41). 
Pembangunan secara umum adalah sebuah proses yang direncanakan untuk dapat 
membawa perubahan ke arah yang lebih baik demi mencapai tujuan yang ingin 
dicapai. Pembangunan sering dikaitan dengan peningkatan kesejahteraan secara 
ekonomis di suatu wilayah tertentu dalam hal ini pembangunan desa. 
 Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dan 
peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya pembangunan fisik seperti 
pembangunan gedung, jembatan diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat sekitar. Pembangunan tidak akan bermanfaat dan tepat sasaran bila 
dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan masyarakat yang ada di wilayah 
tersebut (Anwas, 2014: 43). Salah satu indikator utama dalam pembangunan 
adalah partisipasi aktif dari masyarakat. 
 Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana desa adalah 
sebagai berikut (Permendesa No. 19 Tahun 2017): 
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemiliharaan sarana-prasarana 
Desa 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemiliharaan sarana dan 
prasarana lingkungan pemukiman antara lain: pembangunan rumah sehat 
bagi fakir miskin, penerangan jalan, pedestrian, drainase, selokan, tempat 
pembuangan sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, 
mesin pengolah sampah. 
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemiliharaan saran 
prasarana transportasi, antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, 
jalan poros desa, jalan desa ke wilayah pertanian, jalan ke lokasi wisata, 
jembatan, gorong-gorong, terminal desa. 
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana energi, antara lain: pembangkit listrik (tenaga mikrohidro, 
tenaga listrik, tenaga diesel, tenaga matahari), instalasi biogas, jalan 
distribusi tenaga listrik. 
d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: internet, website desa, 
peralatan pengeras suara, telepon umum, radio Single Side Band (SSB). 
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana 
prasarana kesehatan, antara lain: air bersih, sanitasi lingkungan, 
jembanisasi, mandi cuci kakus (MCK), ambulance desa, alat bantu 
penyandang disabilitas, panti rehabilitasi penyandang disabilitas, balai 
pengobatan, posyandu, poskesdes atau polindes, posbindu, reagen rapid 
tes kid untuk menguji sampel makanan. 
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain: taman baca bagi 
masyarakat, bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), buku dan 
peralatan belajar PAUD, wahana permainan anak di PAUD, taman belajar 
keagamaan, bangunan perpustakaan desa, buku bacaan, balai pelatihan 
masyarakat, sanggar seni, film dokumenter, peralatan kesenian. 
3. Pengadaan, pembangunan, pengembagan dan pemeliharaan sarana prasarana 
usaha ekonomi desa. 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemiliharaan sarana 
prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 
pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa, antara lain: bendungan, 
pembuatan atau perbaikan embung, irigasi, percetakan lahan pertanian, 
kolam ikan, kapal penangkap ikan, tempat pendaratan kapal, tambak 
garam, kandang ternak, mesin pakan ternak, gedung penyimpanan 
produksi pertanian. 
b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa, antara lain: pengeringan hasil 
pertanian, lumbung desa, gudang pendingin,. 
c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
prasarana jasa dan industri kecil, antara lain: mesin jahit, peralatan 
bengkel motor, mesin bubut. 
d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan da pemeliharaan sarana 
prasarana pemasaran, antara lain: pasar sayur, pasar desa, pasar hewan, 
tempat pelelangan ikan, toko online, gudang barang. 
e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
prasarana desa wisata, antara lain: pondok wisata, panggung hiburan, 
kios cenderamata, kios warung makan, wahana bermain anak, wahana 
outbond, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan, 
angkutan wisata. 
f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
prasarana teknologi tepat guana untuk kemajuan ekonomi, antara lain: 
penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan 
ternak, sangrai kopi, pemotong buah dan sayur, pompa air, traktor. 
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 
untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: pembuatan terasering, kolam 
untuk mata air, plesengan sungai, pencegahan abrasi pantai. 
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana 
untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa, meliputi: 
a. Pembangunan jalan evakuasi bencana 
b. Pembangunan gedung pengungsian 
c. Pembersihan lingkungan yang terkena bencana 
d. Rekonstruksi lingkungan rumah yang terkena bencana 
 
 
2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu upaya yang dilakukan untuk 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan, kemampuan dan 
pemanfaatan sumber daya yang ada di suatu desa dengan menetapkan kegiatan, 
program, kebijakan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa 
(Meutia dan Liliana, 2017). 
Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk mengubah 
perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, sehingga kualitas dan 
kesejahteraan hidup masyarakat sekitar dapat meningkat (Anwas, 2014: 3). 
Namun proses pemberdayaan masyarakat tidak bisa langsung dilihat hasilnya atau 
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, karena pemberdayaan 
masyarakat ini lebih ke hal non fisik berbeda dengan pembangunan yang bisa 
dilihat secara langsung (fisik). 
Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dari pembangunan yang 
berpusat pada manusia. Ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar 
partisipasi masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 
Semakin banyak warga masyarakat yang terlibat maka kegiatan pemberdayaan 
bisa dikatakan berhasil. Terdapat empat indikator pemberdayaan, yakni kegiatan 
yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi 
masyarakat kurang mampu, serta dilakukan melalui program peningkatan 
kapasitas (Anwas, 2014: 50). 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari dana desa adalah 
sebagai berikut (Permendesa No. 19 Tahun 2017): 
1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar 
a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 
penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan, promosi hidup 
sehat guna mencegah penyakit, bantuan insentif untuk kader kesehatan 
masyarakat, penyediaan makanan sehat untuk balita, promosi hak-hak 
anak, pengelolaan balai pengobatan desa, perawatan kesehatan, 
pengobatan untuk lansia, keluarga berencana, pengelolaan kegiatan 
rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan kader kesehatan 
masyarakat, pelatihan pangan sehat, pelatihan kader desa. 
b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaa, antara lain: 
bantuan insentif guru PAUD, bantuan insentif guru taman belajar agama, 
penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, 
bantuan pemberdayaan bidang olah raga, pelatihan pembuatan film 
dokumenter. 
2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis 
dan sumber daya lokal yang tersedia. 
a. Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain: pengelolaan sampah 
berskala rumah tangga, pengelolaan sarana pengolahan air limbah 
b. Pengelolaan transportasi desa 
c. Pengembangan energi terbarukan, seperti pengolahan limbah peternakan 
untuk energi biogas dari ubi kayu, pembuatan bioethanol, pembuatan 
minyak goreng bekas menjadi biodisel, pengelolaan pembangkit listrik 
tenaga angin. 
d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: sistem informasi desa, 
koran desa, radio komunitas. 
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasara 
ekonomi. 
a. Pengelolaan produk usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 
pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa, seperti pembibitan tanaman pangan, pembibitan 
tanaman keras, pengadaan pupuk, pengelolaan hutan desa, pengadaan 
bibit ternak, inseminasi buatan, pengadaan pakan ternak. 
b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian, antara lain tepung tapioka, kerupuk, keripik jamur, 
keripik jagung, ikan asin, abon sapi, susu sapi, kopi, coklat, karet. 
c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa, seperti 
meubelair kayu dan rotan, alat-alat rumah tangga, konveksi, kerajinan 
tangan, kain tenun, kain batik, bengkel kendaraan bermotor, pedagang di 
pasar, pedagang pengepul. 
d. Pendirian dan pengembangan BUM Desa, antara lain: pendirian BUM 
Desa, penyertaan modal BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa. 
e. Pengembangan usaha BUM Desa, seperti pengelolaan hutan desa, 
pengelolaan hutan adat, industri air minum, industri pariwisata desa, 
industri pengolahan ikan. 
f. Pengembangan usaha BUM Desa yang difokuskan upada layanan jasa 
seperti penyewaan sarana prasarana olahraga, peyewaan alat transportasi, 
penyewaan peralatan pesta. 
g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan 
koperasi yang difokuskan pada pengembangan produk unggulan desa 
seperti hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, pembentukan usaha 
ekonomi masyarakat, bantuan sarana distribusi dan pemasaran untuk 
usaha ekonomi masyarakat. 
h. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, seperti sosialisasi 
teknologi tepat guna, pos pelayanan teknologi desa, percontohan 
teknologi tepat guna untuk produksi pertanian. 
i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ekonomi lainnya, seperti penyediaan informasi harga, pameran hasil 
usaha BUMDesa, kerjasama perdagangan antar desa. 
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta 
kejadian luar biasa lainnya, seperti penyediaan layanan informasi tentang 
bencana alam, pelatihan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, pelatihan 
tenaga sukarela dalam penanganan bencana alam. 
5. Pelestarian lingkungan hidup, seperti pembibitan pohon, reboisasi, 
rehabilitasi lahan gambut, pembersihan daerah aliran sungai, pemeliharaan 
hutan bakau, perlindungan terumbu karang.  
6. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang 
demokratis dan berkeadilan sosial. 
a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan 
desa yang dilakukan secara swakelola desa, antara lain: pengembangan 
sistemi informasi desa, pengembangan pusat kemasyarakatan. 
b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara 
berkelanjutan dengan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber 
daya alam yang ada di desa seperti penyusunan arah pengembangan desa, 
penyusunan rancangan program pembangunan desa. 
c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, 
potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain: pendapatan potensi dan aset 
desa, penyusunan profil desa, penyusunan peta aset desa. 
d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan 
kelompok marginal seperti sosialisasi penggunaan dana desa, 
penyelenggaraan musyawarah. 
e. Mengembangkan sistem transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain 
pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data 
digital, pengembangan laporan keuangan, pengembangan sistem 
informasi desa. 
f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa 
melalui musyawarah desa, antara lain: penyebarluasan informasi kepada 
masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang dibahas dalam musyawarah 
desa, penyelenggaraan musyawarah desa. 
g. Melakukan pendampingan masyarakat melalui pelatihan kader 
pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa. 
h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia untuk pengembangan lumbung ekonomi desa, seperti pelatihan 
usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan, 
pelatihan teknologi tepat guna, pelatihan kerja dan keterampilan bagi 
masyarakat. 
i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh 
masyarakat desa, antara lain: pemantauan berbasis komunitas, audit, 
pengembangan unit pengaduan di desa, pengembangan bantuan hukum, 
pengembangan kapasitas paralegal desa,  penyelenggaraan musyawarah 
desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan 
desa. 
 
 
2.5 Dampak Kesejahteraan Masyarakat 
 Implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan penerapan 
penggunaan dana desa yang menyangkut semua elemen yang terjadi di 
masyarakat. Implementasi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari banyak 
sektor, diantaranya sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor usaha kecil, sektor 
pertanian, pemberdayaan potensi wilayah, pemberdayaan di daerah bencana, 
pemberdayaan kaum disabilitas, pemberdayaan model Corporate Social 
Responsibility (CSR), pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya (Anwas, 
2014: 115). 
1. Pemberdayaan Sektor Pendidikan 
Pendidikan merupakan sektor yang paling berpengaruh terharap 
perilaku, dimana dapat mengubah sikap ke arah yang lebih baik dari 
sebelumnya. Perubahan perilaku lebih diarahkan pada peningkatan kualitas 
dan juga kesejahteraan (Anwas, 2014: 116). 
Pendidikan dimulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling 
tertinggi. Pada level anak-anak yakni usia 0 sampai 6 tahun dapat 
dikembangkan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Namun karena 
kesadaran dari masyarakat dapat dikatakan masih rendah maka banyak orang 
tua yang tidak begitu memperhatikan pendidikan anak di usia tersebut.  
Kemudian jenjang selanjutnya pada tingkat remaja dimulai dari tingkat 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) atau Kejuruan. Seperti halnya pendidikan di jenjang 
PAUD, untuk jenjang remaja ini juga masih terkendala perihal kesadaran para 
orang tua yang masih rendah untuk menyekolahkan anaknya, meskipun sudah 
banyak program dari pemerintah mengenai wajib belajar serta beasiswa yang 
diberikan, namun belum bisa menuntaskan masalah pendidikan ini. 
Jenjang selanjutnya adalah pendidikan tingkat dewasa, pendidikan 
pada kelompok ini lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan 
keterampilan terhadap ekonomi kreatif dan kompetitif. Jenjang pendidikan 
terakhir adalah pendidikan tingkat lansia. Pemberdayaan lansia dalam sektor 
pendidikan ditujukan untuk memberikan peran atau aktivitas yang sesuai 
dengan pengalamannya serta kondisi fisiknya saat ini.  
2. Pemberdayaan Sektor Kesehatan 
Sehat adala sangat penting bagi semua manusia. Banyak yang bilang 
bahwa sehat itu mahal harganya. Dengan badan yang sehat, maka orang dapat 
melakukan aktivitasnya dengan optimal seingga diharapkan dapat meraih 
kesuksesannya (Anwas, 2014: 121). Namun sebaliknya, bila seseorang 
memiliki badan yang sakit maka akan terhambat dalam menjalankan semua 
aktivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesehatan menjadi faktor 
terpenting untuk dapat meraih keberhasilan dan kesejahteraan (Anwas, 2014: 
121). 
Kesehatan menjadi tanggungjawab semua orang, bukan hanya individu 
seorang tetapi juga semua masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam 
sektor kesehatan harus dimulai dari membangun kesadaran untuk mengubah 
kebiasaan buruk yang bisa menganggu kesehatan. Salah satu cara untuk 
mengubah kebiasaan buruk yang menyebabkan ladang penyakit dikehidupan 
sehari-hari yakni membuang sampah, membuat saluran air, air bersih, dan lain 
sebagainya (Anwas, 2014: 122). 
Selain itu, di desa dapat di adakan pelatihan khusus bagi 
masyarakatnya seperti menjadi relawan kesehatan dan juga memanfaatkan 
pekarang rumahnya untuk ditanami tanaman obat yang dapat dimanfaatkan 
kasiatnya. Dengan sehat, berbagai aktivitas dapat dilakukan yang mencakup 
kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan, serta meraih kesejahteraan 
(Anwas, 2014: 124). 
3. Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil 
Usaha mikro atau lebih dikenal dengan usaha kecil menjadi kekuatan 
ekonomi rakyat yang paling utama. Karena dengan usaha mikro akan serta 
merta melibatkan banyak tenaga manusia, dan sedikit menggunakan tenaga 
mesin. Dengan banyaknya orang atau masyarakat yang terlibat dalam usaha 
kecil, berarti indikator utama pemberdayaan yakni melibatkan masyarakat 
seluas-luasnya masyarakat secara langsung dalam pembangunan terpenuhi 
atau dengan kata lain ini semua dapat membangun usaha ekonomi kerakyatan 
(Anwas, 2014: 124). 
Upaya pemberdayaan usaha kecil ini dapat dimulai dari analisis 
kebutuhan dan masalah yang dihadapi pengusaha kecil di sekitar lingkungan, 
baru kemudian melihat potensi-potensi yang ada di sekitar agar bisa 
diunggulkan. Sebenarnya pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah 
bagaimana membangun SDM yang tangguh (Anwas, 2014: 125). Dengan 
demikian diharapkan para pelaku bisnis di sektor usaha kecil dapat 
mempunyai kemampuan yang kompetitif, berdaya saing, mandiri serta 
pendapatan bisa meningkat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor 
vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalma meningkatkan 
pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan 
berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan 
memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang 
berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang (Hulu, 
Harahap dan Nasution, 2018). 
Pembangunan infrastruktur jalan menuju ke pemukiman warga 
merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dari dana desa dengan tujuan 
agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh 
beberapa pihak karena faktor geografis (Hulu, Harahap dan Nasution, 2018). 
 
4. Pemberdayaan Sektor Pertanian 
Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang memiliki hamparan 
tanah yang luas nan subur. Namun karena keterbatasan SDM yang paham 
mengenai agraria menyebabkan hasilnya belum begitu maksimal. 
Pemberdayaan sektor pertanian perlu diarahkan agar para petani mau berubah 
perilaku ke arah yang lebih baik (Anwas, 2014: 127). Pemberdayaan petani 
lebih diarahkan untuk proses produksi, pemeliharaan, panen, pasca panen, 
serta pemasaran.  
Bentuk pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai metode, sesuai 
dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode pemberdayaan tersebut 
misalnya kursus tani, pelatihan, demonstrasi hasil inovasi pertanian. Pelatihan 
diarahkan untuk mengubah perilaku petani agar mau mengubah kebiasaan 
lamanya ke kebiasaaan baru agar hasilnya lebih produktif lagi. Kegiatan 
tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar hasilnya dapat 
dirasakan oleh para petani di desa tersebut (Anwas, 2014: 128). 
Untuk dapat menyejahterakan petani dalam kegiatan usaha tani, maka 
kelompok tani yang sudah terbentuk harus ditingkatkan kualitasnya dengan 
membentuk koperasi. Kegiatan koperasi dapat menyediakan berbagai 
kebutuhan proses pertanian. Semua bentuk dan tahapan pemberdayaan 
tersebut diarahkan untuk mengubah perilaku para petani yang pada akhirnya 
diharapkan pendapatan petani dapat meningkat dan kesejahteraan juga akan 
meningkat (Anwas, 2014: 130). 
5. Pemberdayaan Berbasis Potensi Wilayah 
Potensi yang ada di masyarakat dapat diberdayakan mulai dari potensi 
individu, kelompok dan juga potensi alam sekitar. Jika suatu desa memiliki 
potensi alam yang baik, maka perlu dikembangkan. Salah satu bentuk 
pemberdayaan potensi wilayah adalah dengan menjadikannya tujuan wisata. 
Pengembangan potensi wisata tersebut diharapkan akan mendatangkan 
penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengubah perilaku 
masyarakat untuk dapat berkembang (Anwas, 2014: 133). 
Untuk mewujudkan daerah wisata, yang pertama adalah menyadarkan 
masyarakat akan adanya potensi di daerahnya untuk dapat dikembangkan. 
Selain itu masyarakat juga perlu mengembangkan kemampuannya untuk 
memberdayakan potensi wisata tersebut karena keberhasilan daerah wisata 
tersebut juga sangat tergantung pada aspek pengelolaanya (Anwas, 2014: 
134). 
6. Pemberdayaan Daerah Bencana 
Wilayah Indonesia berada di atas “Cincin Api” yang rawan terhadap 
bencana alam, maka penanggulangan bencana di Indonesia perlu melibatkan 
partisipasi seluruh masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan dalam 
mempersiapkan dirinya dalam mengahadapi kondisi bila ada bencana alam, 
apa yang harus dilakukan saat tanggap darurat, serta rekonstruksi setelah 
adanya bencana (Anwas, 2014: 136). 
Pemberdayaan masyarakat didaerah bencana diarahkan pada upaya 
meningkatkan kemampuan masyarakat pra dan pasca bencana alam. Salah 
satu cara untuk meminimalisir resiko tersebut diantaranya membangun rumah 
dengan konstruksi tahan gempa, membangun jalan evakuasi, membangun 
sarana komunikasi peringatan dini bencana. Jadi jika terjadi bencana alam, 
diharapkan masyarakat dapat melakukan tindakan menyelamatkan diri 
sehingga dapat meminimalisir korban jiwa (Anwas, 2014: 136). 
7. Pemberdayaan Kaum Disabilitas 
Disabilitas merupakan kondisi dimana individu memiliki keterbatasan 
dalam menjalankan aktivitasnya. Kondisi orang normal dengan kaum 
disabilitas itu berbeda. Keterbatasan tersebut bukan hanya keterbatasan fisik 
belaka, tetapi juga kognitif, mental, sensorik dan juga emosional. Secara 
umum keterbatasan tersebut berupa kondisi tunanetra, tunadaksa, tuna grahita, 
dan juga tunaganda (Anwas, 2014: 139). 
Penyandang disabilitas merupakan salah satu sumber daya manusia 
yang kualitasnya harus ditingkatkan agar dapat berperan sebagai subyek 
pembangunan. Penyandang disabilitas sebenarnya juga memiliki kemampuan 
yang bisa dioptimalkan seperti kemampuan daya ingat, kemampuan dibidang 
seni, musik, olah raga, dan lain sebagainya. Namun dalam praktiknya, 
pemberdayaan kaum disabilitas juga diperlukan sarana prasarana yang 
memadai seperti trotoar khusus kaum disabilitas, angkutan umum, dan lainnya 
(Anwas, 2014: 141) 
8. Pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk 
kepedulian perusahaan terhadap lingkungan (Anwas, 2014: 142). Perusahaan 
yang baik seharusnya tidak hanya melulu memikirkan tentang profit, tetapi 
juga lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat.  
Salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan dan 
masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan 
masyarakat terpenuhi yakni dengan diberikannya beasiswa, pembinaan 
ekonomi dan UKM masyarakat sekitar, pembinaan lingkungan, dan pemberian 
jasa perusahaan. Ini semua dilakukan agar perusahaan tetap di terima baik di 
lingkungan wilayah perusahaan berdiri (Anwas, 2014: 148). 
9. Pemberdayaan Perempuan 
Di era modern seperti saat ini, pekerjaan seorang perempuan tidak 
hanya terbatas pada mengurus rumah, memasak di dapur, serta kegiatan rumah 
lainnya. Namun saat ini, peran istri bisa membantu kondisi perekonomian 
keluarganya dengan bekerja atau membuat sesuatu yang bernilai jual. Oleh 
karean itu, pemberdayaan perempuan dalam konteks keluarga saat ini menjadi 
hal yang sangat penting (Anwas, 2014: 151). 
Kaum perempuan yang memiliki potensi dapat dikembangkan. Ketika 
potensi-potensi itu disatukan maka dapat menghasilkan energi untuk keluar 
dari kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup keluarga yang akhirnya 
kesejahteaan keluarga dapat dicapai (Anwas, 2014: 151). 
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 METODE PENELITIAN 
 
3.1   Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1    Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk penelitian 
mulai dari tahap penyusunan perencanaan proposal penelitian sampai pada tahap 
akhir yakni laporan hasil penelitian. Penelitian terhadap permasalahan yang telah 
dirumuskan di depan dapat dibuat rentang waktu untuk mempermudah secara 
teknisnya. Penelitian ini dibuat dan dilaksanakan pada bulan September 2018 – 
Januari 2019. 
 
3.1.2   Wilayah Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pokak, Kecamatan Ceper, 
Kabupaten Klaten. Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data, 
informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian 
sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Alasan penulis mengambil 
tempat penelitian dengan dasar pertimbangan berikut:  
1. Desa Pokak memiliki potensi Wisata Sendang Sinongko terbesar dan sedang 
dikembangkan di Kecamatan Ceper, sehingga dapat ditelisik mengenai 
dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dari pengembangan desa 
wisata tersebut. 
2. Desa Pokak sudah membuat laporan publikasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, sehingga dari laporan publikasi tersebut akan dilihat asas-asas 
pengelolaan keuangannya. 
3. Selain itu, dari laporan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
tersebut dapat dilihat apakah dana desa sudah digunakan sesuai 
peruntukannya yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.  
 
3.2     Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif 
kualitatif. Penelitian kualitatif tidak melibatkan perhitungan dalam penyajiannya. 
Penelitian kualitatif Moleong 2013: 6) adalah penelitian yang digunakan  untuk 
melihat serta memahami fenomena yang ada disekitar yang disajikan dengan cara 
mendeskripsikan menggunakan kata-kata. Studi ini akan membantu peneliti untuk 
menjelaskan karakteristik dari subyek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek 
dalam fenomena pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 
Menurut Nafidah dan Anisa (2017) metode penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata atau 
lisan dari seseorang yang dapat diamati yang diharapkan dapat dianalisis dan 
dikaji segala temuannya pada saat penelitian dilakukan. Lebih spesifiknya 
penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus (case study) yakni 
pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek pada titik waktu tertentu. Studi 
kasus dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pokak Kecamatan Ceper 
Kabupaten Klaten. 
 
3.3    Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan obyek maupun subyek yang mempunyai 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut 
dan kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitiannya (Sugiyono, 
2010: 115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten 
Klaten.  
Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih berdasarkan kualitas 
dan karakteristik tertentu yang akan dijadikan responden (Sugiyono, 2010: 116). 
Penelitian ini menggunakan sampel yakni Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, PLD, 
Ketua BPD dan ketua RT 05, Bidan Poskesdes dan Ibu Parti Pedagang. 
Teknik pengambilan sampel merupakan suatu teknik untuk menentukan 
sampel mana yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2010 : 116). 
Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling, yakni dengan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap 
memahami penggunaan dari dana desa. Purposive sampling dengan kriteria: 
1. Pemerintah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang 
berkepentingan dengan pengelolaan dana desa. 
2.  Tokoh masyarakat yang terdiri atas Ketua BPD, Ketua RT 05, Bidan 
Poskesdes dan Ibu Parti Pedagang. 
3. Pendamping Lokal Desa Pokak yang mendampingi pengeloaan Dana Desa 
tahun 2018. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (dari 
tangan pertama) yakni melalui wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan 
sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, biasanya 
melalui perantara atau dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder umumnya 
berupa bukti, laporan tahunan, dan catatan dokumen lainnya (Moleong, 2013: 
157). 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan serta paham mengenai pengelolaan Dana Desa 
(DD) di desa Pokak. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi 
kepustakaan, internet, jurnal, rekaman, gambar, catatan, laporan-laporan yang 
terkait dengan dana desa, serta referensi-referensi lainnya yang terkait dengan 
penelitian.  
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 
selebihnya seperti dokumen hanya menjadi data tambahan. Sumber data utama ini 
dicatat melalui buku catatan atau field note atau dapat pula menggunakan media 
perekam atau audio tapes, serta dapat menggunakan handphone sebagai media 
foto. (Moleong, 2013: 157). 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data dan informasi yang valid (untuk mendapatkan data 
primer), dalam penelitian kualitatif terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu: 
3.5.1 Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui suatu 
percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan 
untuk bertukar informasi (Sugiyono, 2010: 410). Wawancara menjadi suatu teknik 
pengambilan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data sebanyak 
mungkin, secara lengkap dan mendalam dari seorang informan. 
Dalam penelitian Pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat, peneliti akan berperan penuh sebagai pewawancara 
(interviewer) atau orang yang memberikan pertanyaan. Peneliti akan mencatat 
semua data dan percakapan, serta informasi yang dianggap penting yang 
selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penulisan laporan penelitian. 
Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta 
memahami dan dapat memberikan informasi atau gambaran tentang pengelolaan 
dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Informan tersebut 
diantaranya, Sekretaris desa, Kaur Keuangan, Pendamping Desa, BPD dan 
masyarakat. 
Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti dibantu dengan alat perekam, 
buku catatan serta kamera. Alat perekam digunakan untuk merekam semua 
pembicaraan yang dilakukan pada saat wawancara berlangsung agar bisa menjadi 
bahan cross chek bila informasi tidak sempat di catat oleh peneliti. Buku catatan 
digunakan sebagai media mencatat secara manual mengenai informasi penting 
yang didapatkan oleh penulis. Sedangkan kamera dapat digunakan sebagai media 
untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 
karena foto dapat menjadi bukti keabsahan penelitian. 
3.5.2 Observasi 
Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek (benda) maupun subyek atau 
orang (Nugraheni, 2014: 126). Observasi juga berarti melihat langsung suatu 
obyek penelitan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 
terhadap fokus masalah penelitian yaitu pengelolaan Dana Desa dan dampaknya 
terhadap kesejahteraan masyarakat dan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu 
di desa Pokak. 
3.5.3 Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 
memanfaatkan catatan, arsip, gambar, foto serta dokumen-dokumen penting 
lainnya. Menurut Moleong (2013: 143) pada dasarnya semua dokumen dapat 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, serta meramalkan data. 
Dalam penelitian tantang pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap 
kesejahteraan masyarakat, peneliti akan mendokumentasikan mengenai RPJMDes 
Desa Pokak, pembukuan di desa Pokak, bukti transparansi, laporan yang berkaitan 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bukti fisik pembangunan yang 
didanai dari dana desa, serta dokumen terkait lainnya. 
3.6   Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 
yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu untuk 
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2015: 335). Analisis data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan juga 
pada saaat selesai mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yakni teknik Miles dan Huberman. 
Tahapan analisis data dengan teknik Miles dan Huberman (Sugiyono, 
2015: 337-345). 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memililih hal-hal 
pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan pola, serta 
membuang informasi yang tidak diperlukan (Sugiyono, 2015: 338). Pada 
saat penelitian berlangsung data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dipilih-pilah informasi mana saja yang sekiranya dianggap 
perlu dan penting dalam suatu penelitian. 
Dalam reduksi data, peneliti harus mengkaji secara lebih cermat 
dan mendalam. Langkah selanjutnya dibuat kategorisasi untuk 
memudahkan dalam menelusur daya yang dibutuhkan. Kategorisasi 
merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara memilah-milah satuan 
ke bagian-bagian yang memiliki persamaan (Moleong, 2013: 288). 
Reduksi data akan dilaksanakan secara terus menerus selama kegiatan 
penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam 
bentuk uraian atau laporan yang terperinci (Sugiyono, 2015: 338-339). 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya 
(Sugiyono, 2015: 341). 
Melalui penyajian data, maka suatu informasi akan lebih 
terorganisir secara rapi dan juga lebih ada keterkaitan antar datanya. 
Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk 
mamahami apa yang sebenarnya terjadi, merencanakan tahap selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2015: 341). 
 
3. Penarikan Kesimpulan 
Tahap akhir dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan 
juga verifikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian masih bersifat 
sementara, sehingga simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan 
benar-benar bisa dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2015: 345). 
Tahap terakhir dalam analisis ini dengan merumuskan suatu 
pernyataan yang dianggap mendukung untuk dijadikan data atau 
pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan harus dapat menjawab rumusan 
masalah yang sudah dirumuskan sejak awal penelitian berlangsung 
(Moleong, 2013: 289). 
 
3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 
Keabsahan data menjadi bagian penting yang diperoleh dari konsep 
validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang 
terjadi pada objek penelitian. Sedangkan reliabilitas adalah tingkat konsistensi 
temuan data (Sugiyono, 2015: 363). 
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid bila 
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 
sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Data yang valid dapat diperoleh 
dengan melakukan uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian. (Sugiono, 2015: 
363) 
Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan 
teknik pemeriksaan keabsahan data atau pengecekan data dari berbagai sumber 
lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
dengan sumber, dimana dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu serta alat yang 
berbeda (Moleong, 2013: 330). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1  Kondisi Geografis 
 
 Desa Pokak merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah yang 
terletak di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas desa sebagai 
berikut: 
a. Sebelah Utara  : Desa Dlimas, Kecamatan Ceper 
b. Sebelah Timur : Desa Kujon, Kecamatan Ceper 
c. Sebelah Selatan : Desa Pasungan, Kecamatan Ceper 
d. Sebelah Barat  : Desa Jombor, Kecamatan Ceper 
Secara geografis desa Pokak terletak pada ketinggian tanah 133 m dari 
permukaan laut. Banyaknya curah hujan 30 mm/tahun, dataran rendah dan suhu 
udara rata-rata 27
0
C sampai dengan 33
0
C. 
 
4.1.2  Luas Wilayah 
 Luas wilayah Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten sebesar 
138,2495 Ha. Luas Desa Pokak sebesar 138,2495 Ha terbagi menjadi luas sawah 
sebesar 103, 1000 Ha, pemukiman sebesar 30,9280 Ha, dan prasarana umum  
,2215 Ha. Sedangkan luas tanah kas desa diperuntukkan untuk tanah sawah 
sebesar 103,1000 m
2
 dan tanah kering seluas 35,1495 m
2 
yang digunakan untuk 
jalan, kantor desa, bangunan sekolah, kuburan dan fasilitas umum lainnya. 
Desa Pokak terbagi menjadi 3 wilayah dusun, 6 RW, dan 23 RT. Adapun 
nama-nama dukuh yang ada di Desa Pokak adalah: 
Tabel 4.1 
Dusun, jumlah RT/RW di Desa Pokak 
 
No. Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RT Nama RT dan Nama RW 
1. Pokak 4 14 RT 1 s/d 4 RW 1 
RT 1 s/d 3 RW 2 
RT 1 s/d 4 RW 3 
RT 1 s/d 3 RW 4 
2. Tegalduwur 2 8 RT 1 s/d 4 RW 5 
RT 1 s/d 4 RW 6 
3. Tegalan  1 RT 5 RW 6 
 
Sumber : RPJMDes Desa Pokak 2014-2019 
 
 
 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Pokak yakni: Laki-
laki 1.444 orang, perempuan 1.609 orang, dan jumlah total penduduk desa Pokak 
adalah 3.053 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 992 KK. 
 
4.1.3 Kondisi Ekonomi 
 Sementara dari segi perekonomian, sumber penghasilan masyarakat desa 
Pokak sangat beragam, tetapi mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan 
buruh. 
Tabel 4.2 
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pokak 
 
Mata Pencaharian Jumlah 
Petani 304 orang 
Buruh Tani 354 orang 
       Tabel berlanjut.... 
 
Lanjutan Tabel 4.2 
Mata Pencaharian Jumlah 
Buruh migran perempuan 9 orang 
Buruh migran laki-laki 3 orang 
PNS 86 orang 
Pengrajin industri rumah 
tangga 
60 orang 
Pedagang keliling 12 orang 
Peternak 49 orang 
Montir 4 orang 
Perawat 5 orang 
TNI 2 orang 
POLRI 5 orang 
Pensiunan PNS/TNI/Polri 12 orang 
Pengusaha kecil dan menengah 32 orang 
Karyawan perusahaan swasta 106 orang 
 
Sumber: RPJMDes Desa Pokak 
 
 Dari sisi pendidikan, mayoritas masyarakat desa Pokak adalah tamatan 
SD. Berikut tabel tingkat pendidikan masyarakat desa Pokak: 
Tabel 4.3 
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 
 
Pendidikan Jumlah 
Tamat SD 793 Orang 
Tamat SLTP 369 Orang 
Tamat SLTA 228 Orang 
Tamat D3/D3 102 Orang 
Tamat S1/S3   67 Orang 
 
Sumber : RPJMDes Pokak 2014-2019 
4.1.4  Struktur Pemerintahan Desa Pokak 
Gambar 4.14 
 Sturktur Organisasi Desa Ngombakan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Pemerintah Desa Pokak (Diolah) 
 
 
 
Kepala Desa 
Hj. Soetjiati,S.Pd 
Ketua BPD 
Kaur Pemerintahan 
Feri Budi Utomo 
Kaur Umum 
Surono 
Kaur Keuangan 
Aditomo 
Kaur Pembangunan 
M. Yunianto 
Kadus I 
Mulyadi 
Kadus II 
Maalk Sunaryo 
Kadus III 
Apriliana, SE 
               Sedangkan untuk tingkat pendidikan perangkat desa Pokak bevariasi 
mulai dari jenjang SMA – Perguruan tinggi. 
Tabel 4.4 
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Pokak 
 
Jabatan Tingkat Pendidikan 
Kepala Desa S1 
Sekretaris Desa - 
Kaur Pemerintahan SLTA 
Kaur Umum SLTA 
Kaur Keuangan SLTA 
Kaur Pengembangan SLTA 
Kaur Kesra SLTA 
Kadus 1 SLTA 
Kadus 2 SLTA 
Kadus 3 S1 
 
Sumber: Pemerintah Desa Pokak (Diolah) 
 
4.2 Hasil Analisis Data 
4.2.1  Perencanaan 
Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam pengelolaan Dana Desa. 
Tahap perencanaan erat kaitannya dengan kegiatan pembahasan mengenai RPJM 
Des dan juga RKPDes. Dalam pembuatan perencanaan RKPDes dan RKP Des 
harus diselaraskan dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
Pembahasan ini dilakukan didalam forum Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbagdes). 
Dalam musyawarah tersebut akan dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota 
BPD, ketua RT/RW, tokoh agama, bahkan juga ada perwakilan dari pihak 
kecamatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari PLT Sekretaris Desa, yaitu 
sebagai berikut: 
“Musrenbagdes adalah musyawarah yang diikuti oleh lembaga 
desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, karang taruna, 
kelompok tani dan disaksikan oleh pihak kecamatan.” (PLT 
Sekretaris Desa Pokak, 26 November 2018). 
 
Pernyataan tersebut juga sudah sesuai dengan apa yang ada dilapangan, 
bahwa berdasrakan hasil wawancara dengan Ketua BPD, Ketua RT 05, PLD Desa 
Pokak, serta Kaur Keuangan Desa Pokak. Hal ini menunjukkna bahwa 
perencanaan yang terkait musrenbagdes di desa Pokak sudah sesuai prosedur yang 
ada. 
Prinsip terpenting dalam Musrenbagdes adalah adanya partisipasi dan 
transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Pokak juga telah mewujudkan salah 
satu asas pengelolaan keuangan desa yakni prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi 
tersebut dapat dilihat dari banyaknya elemen masyarakat yang turut hadir dan 
antusias dengan musrenbagdes yang diselenggarakan pihak desa. Untuk tingkat 
partisipasi masyarakat sudah dapat dikatakan bagus karena diatas 80%. 
Musrenbagdes adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak 
perangkat desa. Desa Pokak juga telah mewujudkan salah satu asas pengelolaan 
keuangan desa yakni partisipasi. Prinsip partisipasi tersebut dapat dilihat dari 
banyaknya elemen masyarakat yang turut hadir dan antusias dengan 
musrenbagdes yang diselenggarakan pihak desa. 
Pada desa Pokak, setelah dilakukan musyawarah mengenai pembahasan 
RPJMDes dan RKPDesa, hasilnya akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan 
desa. Pemerintah desa Pokak sendiri sudah menerapkan siskeudes pada tahun 
2017. Pada menu Renstra desa dapat dimasukkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 
yang ingin dicapai oleh pemerintah desa Pokak pada tahun anggaran berjalan. 
Karena sudah tersistem, maka operator hanya perlu menuliskan pokok yang 
terdapat dalam sistem. 
Pada anggaran tahun 2018 lebih difokuskan pada pembangunan fisik 
seperti jalan pemukiman. Bahkan untuk saat ini, hampir disemua dukuh, jalan 
desa sudah beraspal dan dicor. Desa Pokak dalam menjalankan skala prioritas 
pembangunan dengan menganut pada asas keseimbangan dan juga pemerataan. 
 
4.2.2 Pelaksanaan  
 Pelaksanaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan 
dengan penerimaan serta pengeluaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di 
suatu desa. Tahap ini identik dengan proses realisasi anggaran. Dalam 
pelaksanaannya, kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa 
dilaksanakan oleh suatu tim desa untuk melaksanakan pogram kegiatan di 
lapangan, tim tersebut lebih dikenal denan istilah TPD atau Tim Pelaksana Desa 
(Rahman, Suwandi dan Hamid, 2016). 
 Di desa Pokak, Tim Pelaksana kegiatan terdiri dari lima sampai delapan 
anggota dimana terdapat jumlah satu dari unsur masyarakat. Tim tersebut akan 
dikoordinatori oleh Sekretaris Desa. Untuk dapat menjadi tim TPK harus 
mengetahui tentang pembangunan dan tata cara pembuatan Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ), karena tugas dari TPK sendiri adalah melaksanakan 
semua kegiatan fisik maupun non fisik dimana masing-masing program yang 
dilaksanakan tersebut wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk LPJ. 
 Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, semua penerimaan dan 
pengeluaran harus melalui rekening kas desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Dalam penggunaannya pun wajib disertai bukti baik tertulis maupun sejenisnya, 
agar dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Bukti pengeluaran di Desa 
Pokak akan dicatat dalam buku bank dan buku kas umum, yang wajib disertai 
dengan bukti pengeluaran seperti slip, nota, serta kwitansi. 
 Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh Dana 
Desa harus melibatkan seluruh masyarakat dan dilaksanakan secara swakelola 
dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dimana hal ini 
dimaksudkan untuk mengurangi angka pengangguran serta pemberian lapangan 
pekerjaan di desa tersebut (UU No. 6 Tahun 2014). 
 Namun pada kenyataannya, di Desa Pokak untuk pelaksanaan 
pembangunan fisik seperti kios desa sudah diserahkan kepada pihak pemborong. 
Jadi dalam pelaksanaannya masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. 
 
4.2.3    Penatausahaan  
Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang berhubungan 
dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa (BPKP, 2015). Di Desa 
Pokak sendiri, kegiatan penatausahaan juga dilakukan oleh Kaur Keuangan, tetapi 
lebih spesifiknya ada operator khusus yang terkait dengan kegiatan 
penatausahaan. Bendahara desa harus mencatat semua penerimaan dan 
pengeluaran terkait penggunaan dana desa. Penatausahaan yang terkait dengan 
penerimaan dan pengeluran kas harus menggunakan buku kas umum, buku kas 
pembantu pajak dan buku bank (BPKP, 2015).  
              Namun untuk saat ini, kegiatan penatausahaan dilakukan secara 
terprogram dengan menggunakan sistem komputer. Berbeda dengan dulu yang 
masih secara manual. Dengan adanya sistem ini maka akan mempermudah dalam 
kegiatan penatausahaan. Penatausahaan keuangan dalam siskeudes terdiri atas 
buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas 
pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar.  
 
4.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban atas hasil apa saja yang 
sudah terealisasi atas program atau kegiatan yang sudah dicanangkan atau 
dibentuk sebelumnya selama kurun waktu tertentu, biasanya satu periode. Laporan 
juga menjadi salah satu sumber informasi mengenai kegiatan yang sudah 
berlangsung (Mondale, Aliamin dan Fahlevi, 2017). 
 Pada tahap ini, Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut berupa laporan 
semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama 
berupa laporan realisasi APBDes sedang laporan semester akhir disampaikan 
paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya (Permendagri No. 113 
Tahun 2014). 
 Jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pokak dalam 
proses penggunaan Dana Desa adalah dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban 
(LPJ). Jadi untuk setiap program masing-masing wajib ada LPJ nya. 
Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahap akhir pengelolaan keuangan 
desa setelah tahap pelaporan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada 
Bupati/Walikota (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Hal tersebut sesuai dengan 
hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pokak Bapak Aditomo, sebagai 
berikut: 
“......... Alurnya itu Kecamatan kemudian ke Kabupaten, nanti 
dinilai misal ada sesuatu kita dipanggil misal ada temuan seperti 
itu.” (Kaur Keuangan Desa Pokak, 08 Januari 2019). 
 
Jenis laporan keuangan desa yang terdapat dalam siskeudes terdiri atas 
laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi anggaran, lapora realisasi anggaran 
desa perkegiatan, laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, semesteran, 
laporan realisasi APBDes semesteran, laporan kekayaan milik desa, laporan 
realisasi APBDes per sumberdana 1a dan 1b, laporan realisasi penggunaan dana 
desa serta laporan penyerapan dana desa PMK 225. 
 
 
4.2.5 Prioritas Penggunaan Dana Desa 
 
 Dana desa sejatinya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat serta pemerataan pembangunan yang ada di suatu desa. Dengan 
pemerataan pembangunan yang ada di suatu desa, diharapkan dapat meningkatkan 
pelayanan publik, meningkatkan perekonomian disuatu desa serta dapat 
mengurangi kesenjangan antara desa satu dengan desa yang lainnya (Meutia dan 
Liliana, 2017). 
 Secara umum terdapat empat bidang yang wajib dilakukan terkait 
penggunaan dana desa, yakni meliputi bidang pemerintahan, bidang 
pemberdayaan, bidang pembangunan serta kemasyarakatan (Meutia dan Liliana, 
2017). Namun Dana Desa lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat (Lapananda, Yusran, 2016: 87). 
 Sesuai dengan peraturan diatas, bahwa di Desa Pokak penggunaan dana 
desa juga lebih diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa 
Pokak pada tahun 2018 yang ditempel disetiap sudut jalan di desa Pokak. Pada 
banner tersebut dapat terlihat bahwa dana desa yang berjumlah Rp 
792.547.000,00 diperuntukkan untuk 2 bidang utama tersebut. Berikut adalah 
laporan APBDesa tahun 2018 di Desa Pokak: 
 
 
Tabel 4.5 
Laporan APBDes tahun 2018 Desa Pokak 
 
Uraian Anggaran 
 
PENDAPATAN DESA 
Pendapatan Asli Desa Rp    100.317.000,00 
Dana Desa Rp     792.547.000,00 
Bagi Hasil Pajak Retribusi Rp       29.033.066,00 
Alokasi Dana Desa (ADD) Rp      345.956.000,00 
Bantuan Keuangan Provinsi Rp        55.000.000,00 
Bantuan Keuangan Kab./Kota Rp      579.000.000,00 
TOTAL Rp   1.901.853.066,00 
BELANJA DESA 
Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Rp      472.556.415,00 
Bid. Pelaksanaan Pembangunan Rp    1.087.885.000,00 
Bid. Pembinaan Masyarakat Rp       139.000.000,00 
Bid. Pemberdayaan Masyarakat Rp       222.587.000,00 
Bid. Tak Terduga Rp           7.066.442,00 
TOTAL Rp    1.929.094.857,00 
Surplus/Defisit (Rp        27.241.791,00) 
Sisa lebih perhitungan anggaran th 2017 (Rp        27.241.791,00) 
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran Rp                          0,00 
Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
1.1 Rehap Jalan Aspal Rp         20.000.000,00 
1.2 Pemeliharaan Embung/Kolam Milik Desa Rp         10.000.000,00 
1.3 Pemeliharaan Kolam Milik Desa Rp         12.500.000,00 
1.4 Pembangunan Kios Milik Desa Rp       107.000.000,00 
1.5 Pembangunan Taman Wisata Sdg. Sinongko Rp         50.000.000,00 
1.6 Normalisasi Saluran Irigasi Rp         20.000.000,00 
1.7 Pembangunan Gorong-Gorong Rp           7.500.000,00 
1.8 Pembangunan Sumur Resapan Rp         12.000.000,00 
1.9 Pemeliharaan Pemakaman Desa/Petilasan Rp           6.000.000,00 
1.10 Pemeliharaan Sampah Rp           5.000.000,00 
1.11 Pemeliharaan Gardu Tani Rp           2.500.000,00 
1.12 Pembangunan RTLH bagi KK Miskin Rp         50.000.000,00 
1.13 Pengadaan Sarana Prasarana Produksi 
Pertanian 
Rp         18.000.000,00 
1.14 Pemeliharaan Gd. PAUD dan TK Pertiwi Rp         10.000.000,00 
1.15 Pemeliharaan Poskesdes Rp           5.000.000,00 
1.16 Pembangunan Jamban bagi KK Miskin Rp         12.000.000,00 
1.17 Aspal dan Betonisasi Jalan Desa Rp       243.360.000,00 
  
2.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2.1 Pelatihan bagi Aparatur Desa di bidang 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Rp         10.000.000,00 
2.2 Pengelolaan BUMDesa Rp         10.000.000,00 
2.3 Pengembangan Kesenian /Kebudayaan Lokal Rp           7.500.000,00 
2.4 Fasilitas terhadap Kelompok Masyarakat 
Miskin 
Rp         15.000.000,00 
2.5 Pengembangan Kirab Budaya Bersih Sendang 
Sinongko 
Rp         40.000.000,00 
2.6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rp         18.000.000,00 
2.7 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Rp         14.687.000,00 
2.8 Pemberdayaan Bagi Disabel Rp           6.000.000,00 
2.9 Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda Rp         10.000.000,00 
2.10 pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani Rp         15.000.000,00 
2.11 pengembangan pos kesehatan Rp         15.500.000,00 
2.12 pelaksanaan lomba potensi Bid. Keagamaan Rp         17.500.000,00 
2.13 Fasilitas Kampung KB Rp           5.000.000,00 
2.14 Fasilitas Informasi melalui internet desa Rp           5.000.000,00 
2.15 Fasilitas perlombaan senam dalam rangka 
peringatan hari khusus 
Rp           8.000.000,00 
2.16 Fasilitas Kader KPMD Rp           5.000.000,00 
Jumlah Belanja Dana Desa Rp         792.547.00,00 
 
 Sumber: APBDes Desa Pokak, 2018 
 
 Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Terealisasi/Tidak 
Terealisasi 
1.1 Rehap Jalan Aspal Terealisasi 
1.2 Pemeliharaan Embung/Kolam Milik Desa Terealisasi 
1.3 Pemeliharaan Kolam Milik Desa Terealisasi 
1.4 Pembangunan Kios Milik Desa Terealisasi 
1.5 Pembangunan Taman Wisata Sdg. Sinongko Terealisasi 
1.6 Normalisasi Saluran Irigasi Tidak Terealisasi 
1.7 Pemeliharaan Gorong-Gorong Terealisasi 
1.8 Pembangunan Sumur Resapan Terealisasi 
1.9 Pemeliharaan Pemakaman Desa/Petilasan Tidak Terealisasi 
1.10 Pemeliharaan Sampah Terealisasi 
1.11 Pemeliharaan Gardu Tani Terealisasi 
1.12 Pembangunan RTLH bagi KK Miskin Terealisasi 
1.13 Pengadaan Sarana Prasarana Produksi 
Pertanian 
Terealisasi 
1.14 Pemeliharaan Gd. PAUD dan TK Pertiwi Terealisasi 
1.15 Pemeliharaan Poskesdes Terealisasi 
1.16 Pembangunan Jamban bagi KK Miskin Terealisasi 
1.17 Aspal dan Betonisasi Jalan Desa Terealisasi 
 
2.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Terealisasi/Tidak 
Terealisasi 
2.1 Pelatihan bagi Aparatur Desa di bidang 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Terealisasi 
2.2 Pengelolaan BUMDesa Tidak Terealisasi 
2.3 Pengembangan Kesenian /Kebudayaan Lokal Terealisasi 
2.4 Fasilitas terhadap Kelompok Masyarakat 
Miskin 
Terealisasi 
2.5 Pengembangan Kirab Budaya Bersih 
Sendang Sinongko 
Terealisasi 
2.6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terealisasi 
2.7 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Terealisasi 
2.8 Pemberdayaan Bagi Disabel Terealisasi 
2.9 Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda Terealisasi 
2.10 pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani Terealisasi 
2.11 pengembangan pos kesehatan Terealisasi 
2.12 pelaksanaan lomba potensi Bid. Keagamaan Terealisasi 
2.13 Fasilitas Kampung KB Tidak Terealisasi 
2.14 Fasilitas Informasi melalui internet desa Terealisasi 
2.15 Fasilitas perlombaan senam dalam rangka 
peringatan hari khusus 
Terealisasi 
2.16 Fasilitas Kader KPMD Terealisasi 
 
Sumber : Pemerintah desa Pokak, 2019 (Diolah) 
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
 Penggunaan dana desa pada bidang pembangunan memiliki beberapa 
tujuan. Pengalokasian dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan kualitas hidup, mengurangi angka kemiskinan di suatu desa. Penanggulangan 
kemiskinan tersebut dapat dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana prasarana, pengembangan ekonomi lokal yang potensial 
serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Meutia dan Liliana, 
2017). 
 Bidang Pembangunan sangat identik dengan pembuatan gedung, jalan, 
jembatan, rumah atau pembangunan fisik lain yang dapat dinikmati secara 
langsung oleh masyarakat (Anwas, 2014: 41). Dengan adanya pembangunan 
tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik demi 
mencapai tujuan yang ingin diraih.  
 Pelaksanaan bidang pembangunan yang ada di desa Pokak menjadi salah 
satu prioritas penggunaan dana desa  pada tahun 2018. Pembangunan tersebut 
meliputi rehap jalan aspal, pemeliharaan embung/kolam desa, pembangunan kios 
desa, pembangunan taman wisata, normalisasi saluran irigasi, pembangunan 
gorong-gorong, sumur resapan, pemeliharaan makam, sampah, gardu tani, 
pembangunan RTLH bagi KK miskin, pengadaan sarana prasarana pertanian, 
pemeliharaan gedung TK dan PAUD, pemeliharaan poskesdes, pembangunan 
jamban bagi KK miskin, serta aspal dan betonisasi jalan. 
 Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana desa yang ada di 
Desa Pokak pada tahun anggaran 2018 meliputi: 
a. Rehap Jalan Aspal 
Jalan pemukiman menjadi salah satu program yang menjadi 
prioritas utama dalam bidang pembangunan untuk tahun anggaran 2018. 
Jalan menjadi sarana vital untuk warga beraktivitas. Dengan kondisi jalan 
yang bagus, tidak berlubang maka masyarakat akan merasa nyaman untuk 
melewatinya, terlebih untuk saat ini kondisi cuaca yang sering hujan maka 
masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya rehap jalan untuk 
meminimalisir resiko kecelakaan yang ada akibat tergelincir atau jatuh saat 
berkendara apabila kondisi jalan rusak. 
Pada desa Pokak sendiri pembangunan jalan pemukiman dengan 
memperhatikan asas keseimbangan dan pemerataan. Sudah semua jalan 
dipemukiman desa pokak dalam kondisi baik meskipun dari sisi kualitas 
belum begitu bagus. 
b. Pemeliharaan Embung atau Kolam Desa 
Pemeliharaan embung atau kolam milik desa yang dilakukan oleh 
pihak desa Pokak berupa pembuatan pafling dipinggir-pinggir kolam. Di 
desa Pokak sendiri memiliki dua embung yakni sendang Muteran dan 
Sendang Sinongko yang bertujuan untuk kebersihan dan kerapian kolam. 
Namun untuk prioritas dana pada tahun 2018 diperuntukan untuk embung 
Muteran. 
c. Pemeliharaan kolam milik desa 
 Pemeliharaan kolam milik desa berada tidak jauh dari lokasi 
embung yang diperuntukkan bagi lokasi wisata. Sebenarnya tujuan dari 
adanya kolam desa ini adalah diperuntukkan untuk menarik wisatawan dan 
menambah fasilitas yang ada di lokasi wisata. Pemeliharaan kolam milik 
desa ini berupa kolam renang yang sudah ada sejak dulu, namun untuk 
pengerjaannya tidak dilanjutkan atau dapat dikatakan terbengkalai. 
Pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa 
pembersihan lokasi kolam, agar tetap terawat meski tidak terpakai. Selain 
itu juga terdapat beberapa perbaikan yang ada di dalam lokasi kolam. 
d. Pembangunan kios milik desa 
 Tujuan dari dibangunnya kios desa ini adalah menyediakan tempat 
untuk berjualan para pedagang yang ada di Sendang Sinongko, karena 
menurut pihak perangkat desa bahwa jika berjualan ditenda-tenda itu tidak 
nyaman dilihat dan mengurangi tingkat keindahan dari wisata tersebut. 
Oleh karenanya kios desa menjadi salah satu prioritas penggunaan dana 
desa untuk tahun 2018. 
Namun untuk dapat menggunakan kios tersebut, para pedagang 
harus membayar biaya sewa. Penentuan jumlah biaya sewa tersebut belum 
dibahas lebih lanjut karena akan di musyawarahkan setelah pemilihan 
kepala desa selesai, hal ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak 
diinginkan karena tahun ini menjadi tahun politik. 
e. Pembangunan taman wisata Sendang Sinongko 
Program pembangunan taman wisata Sendang Sinongko mencakup 
kolam renang yang ada didekat embung. Kolam tersebut akan 
dioptimalkan agar dapat dipergunakan untuk berenang pengunjung, serta 
pemberian taman untuk memperindah lokasi wisata. 
f. Pemeliharaan gorong-gorong 
Pemeliharaan pembangunan gorong-gorong berlokasi di dukuh 
Pokak.Pemeliharaan ini dilakukan karena gorong-gorong yang lama sudah 
lapuk. Dengan pemeliharaan gorong-gorong ini diharapkan masyarakat 
lebih nyaman, karena letak gorong-gorong ini dibawah jalan. 
g. Pembangunan sumur resapan 
Pembangunan sumur resapan ini salah satunya berada di RW 05. 
Dengan pembangunan sumur resapan ini diharapkan dapat mengurangi 
banjir saat musim penghujan tiba. 
 
h. Pemeliharaan Sampah 
Di pedesaan, sampah masih dianggap menjadi hal yang sepele dan 
tidak penting. Bahkan banyak warga desa yang masih membuang sampah 
sembarangan, bahkan membuang sampah di sungai. Pemeliharaan sampah 
yang dilakukan di Desa Pokak adalah dengan penyediaan Tempat 
Pembuangan Sampah (TPS) dan pengangkutan rutin sampah yang berada 
di TPS setiap seminggu sekali akan diangkut ke tempat pembuangan akhir. 
Namun berbeda dengan pernyataan yang diberikan Pendamping 
Lokal Desa bahwa pemeliharaan sampah berupa pembagian kantong 
plastik dengan tujuan agar masyarakat di Desa Pokak tidak membuang 
sampah sembarangan. 
i. Pemeliharaan gardu tani 
Gardu tani yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah gubuk kecil 
yang dibuat untuk tempat berteduh para petani dikala waktu istirahat. 
Gardu tani berlokasi di tengah sawah, di pinggir dukuh Pokak. Hal ini 
sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang 
perangkat desa Pokak. 
j. Pembangunan RTLH bagi KK Miskin 
Pembangunan RTLH bagi KK Miskin yang ada di Desa Pokak 
pada tahun 2018 berjumlah lima rumah. Salah satu kriteria yang akan 
dibangunkan rumah tidak layak huni adalah rumah belum dikeramik, 
rumah masih terbuat dari bambu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari 
Kaur Keuangan Desa Pokak. 
k. Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian 
Salah satu pengadaan sarana prasarana produksi pertanian 
diberikan dalam bentuk alat pemotong rumput. Alat ini dapat dipakai oleh 
semua petani yang ada didesa Pokak dengan biaya sewa. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan yang diberikan oleh perangkat desa, sebagai berikut: 
“Kemarin dalam bentuk mesin potong rumput, semprotan 
hama, terus karo pembasmi rumput mbak.” (Kaur 
Keuangan desa Pokak, 08 Januari 2019). 
 
l. Pemeliharaan gedung PAUD dan TK Pertiwi 
     Pemberian dana untuk sektor pendidikan ini lebih difokuskan untuk 
pembangunan fisik, namun untuk selebihnya diserahkan kepada pendidik 
untuk mengelolanya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 
perangkat desa, sebagai berikut: 
“Kalau sektor pendidikan, para guru PAUD dan TK yang 
lebih tau tentang pengelolaanya untuk apa, tapi mungkin 
lebih untuk bangunannya”. (Kaur Keuangan desa Pokak, 
08 Januari 2019). 
  
m. Pemeliharaan Poskesdes 
 Pemberian bantuan untuk Pos kesehatan desa (Poskesdes) dalam 
bentuk penggantian atap dan ternit. Hal ini sudah sesuai dengan hasil 
observasi dan wawancara langsung dengan bidan yang bekerja di 
poskesdes tersebut. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil 
wawancara dengan perangkat desa sebagai berikut: 
“Dari sisi kesehatan, poskesdes atasnya udah ternit, 
sekarang sudah tidak bocor lagi. Dari sisi kesehatan sudah 
bagus, sudah nyaman, ibu bidannya sudah merasakan juga 
dengan adanya bantuan untuk poskesdes”. (Kaur 
Keuangan desa Pokak, 08 Januari 2019). 
 
 
n. Pembangunan jamban bagi KK miskin 
Untuk kriteria KK miskin yang mendapatkan bantuan pembuatan 
jambanisasi adalah rumah yang belum memiliki tempat untuk buang air 
besar. Diharapkan dengan adanya program ini masyarakat desa Pokak 
tidak lagi buang air besar sembarangan atau bahkan disungai. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan dari Kaur Keuangan desa Pokak, sebagai 
berikut: 
“..... dulu ada ODF nya mbak, maksudnya jangan buang 
BAB di tempat yang dilarang seperti disungai. Dulu ada 
program 3 tahun yang lalu, dan ini mungkin yang terakhir 
mengenai program ini....” (Kaur Keuangan desa Pokak, 08 
Januari 2019). 
 
o. Aspal dan betonisasi jalan desa 
 Kegiatan aspal dan betonisasi jalan menjadi kegiatan yang 
memiliki anggaran paling besar diantara program pembangunan yang lain. 
Kegiatan ini juga melingkupi pembangunan jalan pemukiman yang ada di 
desa Pokak. 
 
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
 Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk dari pembangunan yang 
berpusat pada manusia. Namun berbeda dengan pembangunan fisik, 
pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilihat langsung hasilnya atau dirasakan 
langsung manfaatnya oleh masyarakat, karena pada hakikatnya pemberdayaan 
masyarakat berfungsi untuk mengubah perilaku masyarakat ke ara yang lebih baik 
lagi, sehingga kualitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat 
(Anwas, 2014: 3). 
 Ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar 
partisipasi masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 
Semakin banyak warga masyarakat yang terlibat maka kegiatan pemberdayaan 
bisa dikatakan berhasil. Setidaknya terdapat empat indikator pemberdayaan, yakni 
kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, 
prioritas bagi masyarakat kurang mampu, serta dilakukan melalui program 
peningkatan kapasitas (Anwas, 2014: 50). 
 Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari dana desa di desa 
Pokak adalah sebagai berikut: 
 
a. Pelatihan bagi Aparatur Desa di bidang Pengelolaan Keuangan Desa 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang perangkat desa, 
bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pokak ini 
dikhususkan bagi operator dan juga bendahara desa yang terkait langsung 
dengan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan 
sebagai berikut: 
“Sementara ini yang operator dan bendahara......” (Kaur 
Keuangan desa Pokak, 08 Januari 2019). 
 
 
b. Pengelolaan BUMDes 
c. Pengembangan kesenian atau kebudayaan lokal 
d. Fasilitas terhadap kelompok masyarakat miskin 
e. Pengembangan kirab budaya bersih Sendang Sinongko 
f. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga 
g. Pelaksanaan bulan bakti gotong royong 
h. Pemberdayaan bagi disabel 
 Kaum disabel yang ada di desa Pokak berjumlah sekitar lima 
orang. Dimana pemerintah desa memberikan bantuan kepada orang-orang 
yang memiliki kebutuhan khusus dalam bentuk uang. Kaum disabilitas 
yang akan menerima bantuan adalah kaum yang memiliki keterbatasan 
dari lahir, bukan akibat kecelakaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
dengan Kaur Keuangan desa Pokak, yang menyatakan bahwa: 
“Ya kisaran 5 orang, disabel yang dimaksud seperti bisu, 
bukan akibat kecelakaan dan sebagainya.....” (Kaur 
Keuangan desa Pokak, 08 Januari 2019). 
 
i. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 
j. Pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani 
k. Pengembangan pos kesehatan 
 Dalam bidang kesehatan, pemberdayaan ini berupa peningkatan 
gizi dalam bentuk makanan, setiap satu bulan sekali dibuatkan makanan 
sehat.  
l. Pelaksanaan lomba potensi bidang agama 
m. Fasilitas informasi melalui internet desa 
 Fasilitas informasi internet desa yang ada di desa Pokak berupa 
pemasangan Wireless atau Wifi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur 
Keuangan desa Pokak, sebagai berikut: 
“Buat pasang Wifi, namun masyarakat belum bisa 
sepenuhnya untuk mengakses fasilitas ini....” (Kaur 
Keuangan desa Pokak, 08 Januari 2019). 
 
 
n. Fasilitas perlombaan senam dalam rangka peringatan hari khusus 
o. Fasilitas kader KPMD 
 Tujuan dibentuknya kader ini adalah membantu kepala desa dalam 
membuat program perencanaan terkait pemberdayaan masyarakat. Selain 
itu kader KPMD ini bentuknya berhubungan langsung dengan masyarakat 
terkait dengan pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Pendamping Lokal Desa Pokak Ibu Sri Lestari sebagai berikut: 
“....Kader KPMD atau Kader Pemberdayaan Masyarakat 
Desa bentuknya berhubungan langung dengan masyarakat 
yang terkait pembangunan.....”(Pendamping Lokal Desa, 
05 Januari 2019). 
 
1.2.6 Dampak Kesejahteraan Masyarakat 
 
 Secara umum, dampak dari adanya dana desa itu dilihat dari beberapa 
segi diantaranya ada dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pertanian. 
1. Sektor Pendidikan 
Pendidikan merupakan sektor penting dalam mengubah perilaku ke 
arah yang lebih baik. Pemberian dana untuk sektor pendidikan ini lebih 
difokuskan untuk pembangunan fisik, namun untuk selebihnya diserahkan 
kepada pendidik untuk mengelolanya. Berdasarkan hasil wawancara dari 
beberapa narasumber, bahwa untuk sektor pendidikan ini dampaknya juga 
sudah dirasakan terutama untuk fasilitas pendidikan yang ada di TK dan 
PAUD Pertiwi, dampaknya ini dirasakan bukan hanya terhadap guru saja, 
tetapi juga pada anak didiknya dikarenakan fasilitas yang ada sekarang 
sudah lengkap, yang salah satu nya dari pemberian dana desa. 
 
2. Sektor Kesehatan 
  
 Pemberian bantuan untuk Pos kesehatan desa (Poskesdes) dalam 
bentuk penggantian atap dan ternit. Hal ini sudah sesuai dengan hasil 
observasi dan wawancara langsung dengan bidan yang bekerja di 
poskesdes tersebut. Hasil wawancara dengan Bidan Ibu Siti Nurkayati 
yang bekerja di Pos kesehatan, pada tanggal 05 Januari 2019 pukul 13.10 
adalah sebagai berikut: 
 
“Saya juga sudah merasakan dampaknya, ini dulunya 
bocor mbak, sekarang sudah enggak. Sudah nyaman, 
sudah terbantu kalau saya” (Bidan Poskesdes desa Pokak, 
05 Januari 2019). 
 
 
3. Sektor Ekonomi 
Dari segi ekonomi ada pembangunan kios desa, kemudian ada juga 
pembangunan taman wisata sendang sinongko. Pembangunan kios tersebut 
diperuntukkan bagi para pedagang yang berjualan disekitar wisata, 
diharapkan dengan dibangunnya kios tersebut mereka mau menempati 
agar terlihat rapi dan tertata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur 
Keuangan desa Pokak. 
Hal ini juga sudah sesuai dengan pernyataan warga sekitar Sendang 
bahwa akan disediakan tempat, namun untuk dapat menggunakan tempat 
tersebut dikenai biaya sewa, hal ini lah yang sedikit memberatkan bagi 
pedangan yang akan direlokasi. Pernyataan dari salah seorang pedanga di 
Sendang Pokak, Ibu Parti pada 2 Agustus 2018 sebagai berikut: 
“Itu disewakan kok mbak kiosnya, misal suruh pindah situ 
saya tidak mau, belum tentu pendapatan saya cukup untuk 
bayar biaya sewanya.” (Ibu Parti Pedagang, 02 Agustus 
2018) 
 
  Selain itu, sektor ekonomi juga mencakup infrastruktur seperti 
jalan desa. Secara ekonomis, dengan meningkatnya infrastruktur 
mendorong produktivitas masyarakat dalam mengelola potensi yang 
dimiliki. Sarana prasarana seperti jalan desa yang ada di Desa Pokak sudah 
dapat dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari tokoh 
masyarakat dalam hal ini Ketua RT 05 dukuh Tegalan, sebagai berikut: 
“Jalan sudah banyak yang halus, sudah bagus. Saya 
sudah merasakan dampaknya sudah nyaman kalau lewat. 
Ya saya rasa sudah bagus dari pada yang kemarin-
kemarin”. (Ketua RT 05 dukuh Tegalan, 06 Januari 
2019). 
 
 
4. Sektor Pertanian 
 
Dengan adanya program normalisasi saluran irigasi, pemeliharaan 
gardu tani serta pengadaan sarana prasarana produksi pertanian dapat 
dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Saluran irigasi digunakan untuk 
pengairan air ke sawah. Pemeliharaan gardu dilakukan karena tempat 
tersebut merupakan tempat tongkrongan para petani, serta dalam hal 
sarana prasarana pertanian berupa pemberian bantuan alat. 
Alat-alat yang terkait dengan dengan pertanian seperti mesin 
pemotong rumput, semprotan hama, pembasmi rumput juga menjadi 
program yang didanai dari dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Kaur Keuangan desa Pokak, sebagai berikut: 
 
 “Kemarin dalam bentuk mesin potong rumput, semprotan 
hama, terus juga pembasmi rumput mbak.” (Kaur 
Keuangan desa Pokak, 08 Januari 2019). 
 
 Sama halnya dengan pernyataan dari salah seorang warga desa 
Pokak bahwa benar diberikan bantuan berupa alat-alat pertanian.  
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 
 
4.3.1 Perencanaan  
  
 Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Pokak bahwa pemerintah 
desa Pokak sudah melakukan prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan 
Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 
 Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti 
Ketua BPD, Ketua RT 05 dan juga Pendamping Lokal Desa Pokak serta 
mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Pokak 
dianggap memang telah melakukan prosedur pengelolaan dana desa tahap awal 
yakni perencanaan. Mulai dari melakukan Musdus yang melibatkan bayan dan RT 
RT dukuh tersebut, Musdes yang merupakan musyawarah antara perangkat desa 
dan juga BPD. 
 Kemudian dilanjutkan ke forum yang lebih besar yakni Musrenbagdes 
yang dihadiri oleh perangkat desa, RT RW, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama 
sampai pihak kecamatan. Dalam melaksanakan musyawarah, pemerintah desa 
Pokak ikut serta melibatkan unsur masyarakat yang sehingga program-program 
yang didanai dari dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat berdasarkan 
kebutuhan yang mereka inginkan. Namun penetapan skala prioritas pendanaan 
tersebut juga harus mengacu pada RPJM Des serta RKPDes yang sudah dibuat 
sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak. 
 
4.3.2 Pelaksanaan 
 Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh 
pemerintah Desa Pokak sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 
Dalam menjalankan program-program, sudah dilakukan dengan membentuk Tim 
khusus yang disebut TPK. Tim tersebut juga salah satunya terdiri dari unsur 
masyarakat.  
 Namun dalam pelaksanaanya, sesuai hasil wawancara bahwa 
pembangunan seharusnya memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar, seperti 
sumber daya manusia yakni mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar 
dimana hal ini juga dapat mengurangi angka pengangguran serta memberian 
lapangan pekerjaan.  
 
 
4.3.3 Penatausahaan 
 Kegiatan penatausahaan di Desa Pokak dilaksanakan oleh Kaur 
Keuangan. Penatausahaan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluran kas di 
desa Pokak sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan 
buku bank. Namun untuk saat ini penatausahaan sudah harus menggunakan sistem 
yang terkomputerisasi yang dijalankan oleh operator desa. Kegiatan 
penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pokak sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
 
4.3.4 Pelaporan dan Pertangungjawaban 
 Bendahara Desa Pokak telah menyatakan bahwa pemerintah desa Pokak 
sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap pelaksanaan program yang dibiayai 
dari dana desa wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ). 
Pertanggungjawaban tersebut akan dilaporkan kepada Camat yang selanjutnya 
diteruskan kepada Bupati. 
 
4.3.5 Prioritas Penggunaan Dana Desa 
 Penggunaan dana desa yang ada di desa Pokak ditujukan untuk kegiatan 
pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku yakni dengan merujuk pada Permendesa No. 19 Tahun 
2017 tentang penetapan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.  
 
1.    Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
a. Rehap Jalan Aspal 
 Rehap jalan aspal menjadi salah satu program yang ada di Desa 
Pokak untuk tahun anggaran 2018. Program tersebut sudah sesuai dengan 
Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan 
dana desa tahun 2018. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana transportasi pada Permendesa No. 19 
Tahun 2017 antara lain digunakan untuk jalan pemukiman dan juga jalan 
poros desa. 
 Program pembangunan rehap jalan yang didanai dari dana desa, 
yang dilakukan oleh desa Pokak menjadi program yang terealisasi pada 
tahun 2018. Pembangunan rehap jalan ini mencakup semua RW mulai 
dari RW 1 2 3 4 5 6. Dalam melakukan program ini, pihak desa mengacu 
pada asas pemerataan dan juga keseimbangan.  
 Tujuan dari perbaikan jalan sendiri adalah untuk memperlancar 
transportasi masyarakat sekitar untuk menjalankan aktivitas sehari-
harinya. Dampak dari adanya perbaikan jalan ini sudah dirasakan oleh 
masyarakat desa Pokak, mereka merasa terbantu dan sangat nyaman 
untuk melewati jalan tersebut. 
 
b. Pemeliharaan Embung atau Kolam Desa 
 Pemeliharaan embung atau kolam desa juga menjadi prioritas di 
bidang pembangunan pada desa Pokak tahun 2018. Berdasarkan 
Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan 
dana desa tahun 2018 bagian pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana prasaran ekonomi desa salah satunya 
dipergunakan untuk pembuatan atau perbaikan embung.  
 Berdasarkan APBDes desa Pokak, berarti penggunaan skala 
prioritas tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pemeliharaan embung ini berlokasi di embung Muteran. Desa Pokak 
sendiri memiliki dua embung yakni embung Sendang Sinongko dan juga 
embung Muteran. Tujuan dilakukannya pemeliharaan embung ini agar 
menambah nilai keindahan dan juga agar tetap terawat. 
 
c. Pemeliharaan Kolam Milik Desa 
Sesuai dengan Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan 
prioritas penggunaan dana desa, salah satunya diperuntukkan untuk 
pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa Wisata yakni pemeliharaan kolam. Hal ini menunjukkan 
bahwa pemerintah Desa Pokak sudah mempergunakan dana desa sesuai 
dengan peruntukkannya. 
Kolam milik desa ini berada disamping embung putri. Kolam ini 
sebenarnya dari fisik sudah bagus dan bisa dipergunakan, tapi karena 
faktor tertentu yang menyebabkan kolam ini terbengkalai dan tidak 
dipergunakan sebagaimana mestinya. Tujuan dilakukannya pemeliharaan 
kolam ini adala agar kolam milik desa tetap terawat dan tidak rusak. 
 
 
d. Pembangunan kios milik desa 
 Pembangunan kios desa menjadi salah satu program pembangunan 
yang ada di Desa Pokak. Pembangunan kios yang berjumlah tiga buah ini 
terletak di lokasi wisata Sendang Sinongko. Berdasarkan peraturan berarti 
pemerintah desa Pokak sudah melaksanakan pembanguna berdasarkan 
Permendesa No. 19 Tahun 2017 terkait pengadaan, pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata yakni 
salah satunya untuk kios warung makan. 
 Kios desa ini berlokasi di dekat embung. Kios ini berjumlah 3 
buah. Diharapkan dengan dibangunnya embung ini, warga sekitar yang 
ingin berjualan dapat menempati kios ini. Namun dalam pelaksanaanya, 
kios ini akan dikenai biaya sewa, hal ini lah yang sedikit memberatkan 
bagi masyarakat yang ingin menempati kios tersebut. Tujuan dibangunnya 
kios tersebut adalah dapat menampah Pendapatan Asli Desa (PAD) desa 
Pokak. 
 
e. Pembangunan taman wisata Sendang Sinongko 
Sesuai dengan Permendesa No. 19 Tahun 2017 bahwa dana desa 
dapat dipergunakan untuk pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan sarana prasarana desa wisata. Pembangunan taman wisata 
Sendang Sinongko berupa pemberian wahana permainan anak. 
Pembangunan taman wisata ini berupa penambahan fasilitas seperti 
wahana permainan bebek-bebekan, taman dan juga tulisan obyek wisata 
yang dapat dipergunakan untuk obyek foto, wahana permainan anak yang 
berjumlah 5 buah. 
 Dengan adanya penambahan fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat 
menarik minat pengunjung untuk datang. Sehingga tujuan dari 
pembangunan ini dapat tercapai yang akan berdampak pada pedagang 
sekitar agar pendapatan mereka juga dapat meningkat sehingga 
kesejahteraan dapat tercapai. 
f. Pemeliharaan gorong-gorong 
 Pemeliharaan gorong-gorong menjadi salah satu prioritas dalam 
penggunaan dana desa pada anggaran tahun 2018. Sesuai dengan 
Permendesa No. 19 Tahun 2017 bahwa salah satu prioritas penggunaan 
dana desa diperuntukkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi yang berupa pemeliharaan 
gorong-gorong. 
 Pemeliharaan gorong-gorong ini salah satunya berada di dukuh 
Tegalduwur. Pemeliharaan ini dilakukan karena gorong-gorong sudah 
lapuk, sehingga harus diperbaiki. Karena letak dari gorong-gorong ini 
adalah dibawah jalan, sehingga agar tetap merasa nyaman melewati 
gorong-gorong ini harus di pelihara dengan baik. 
 
g. Pembangunan sumur resapan 
 Penggunaan dana desa untuk tahun 2018 dapat dipergunakan untuk 
pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana lingkungan pemukiman salah satunya adalah pembangunan 
sumur resapan. Hal ini telah sesuai dengan Permendesa No. 19 Tahun 
2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. 
 Pembangunan sumur resapan ini salah satunya ada di RW 05. 
Tujuan dibangunnya gorong-gorong ini adalah diharpakan dapat 
mengurangi volume air yang menggenang, sehingga dapat mengurangi 
banjir saat musim penghujan tiba. 
h. Pemeliharaan Sampah 
 Salah satu prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2018 
dipergunakan untuk pemeliharaan sampah. Hal ini sesuai dengan 
Permendesa No. 19 Tahun 2017 perihal pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan 
pemukiman yaitu salah satunya tempat pembuangan sampah. 
 Lokasi pembuangan sampah ini berada di lokasi yang strategis dan 
agak jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak menimbulkan efek bau 
yang menyengat. Penyediaan tempat ini adalah bertujuan agar masyarakat 
desa Pokak mau membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang 
sampah di sungai. 
i. Pemeliharaan Gardu Tani 
 Pemeliharaan gardu tani merupakan salah satu prioritas 
penggunaan dana desa yang dampaknya agar dirasakan oleh para petani di 
desa Pokak. Lokasi gardu ini berada di tengah sawah yang dapat 
digunakan untuk istirahat dan untuk berteduh. 
 
 
j. Pembangunan RTLH bagi KK Miskin 
Rumah Tidak Layak Huni atau yang sering disingkat RTLH 
merupakan salah satu program yang dibiayai dari dana desa. Hal ini sesuai 
dengan Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan skala prioritas 
penggunaan dana desa tahun 2018 perihal pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukian point 
pembangunan dan perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin. 
Pemberian bantuan ini berupa genting dan juga semen, pasir untuk 
memperhalus tembok. Salah satu pemberian bantuan bagi RTLH berada di 
dukuh Tegalan. 
 
k. Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian 
Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian menjadi 
prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan Permendagri 
No. 19 Tahun 2017 bahwa dana desa dapat dipergunakan untuk 
pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha 
pertanian berskala produktif. 
Dalam hal ini pemerintah Desa Pokak sudah mempergunakan dana 
desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bantuan sarana prasarana yang 
diberikan dari dana desa berupa alat pemotong rumput, semporotan hama, 
dan juga pembasmi rumput. Selain barang, biasaya kelompok tani juga 
mendapat bantuan dalam bentuk uang. 
 
l. Pemeliharaan gedung PAUD dan TK Pertiwi 
Sektor pendidikan yang didanai dari dana desa salah satunya 
dipergunakan untuk pemeliharaan gedung PAUD dan TK Pertiwi. Hal ini 
sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2017 Tentang penetapan 
skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. 
Dari segi pendidikan, penggunaan dana desa lebih diperuntukkan 
untuk gedung dan juga sarana prasarana yang ada di PAUD dan juga TK 
Pertiwi. Lokasi dari sekolah ini adalah berada di belakang balai desa 
Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. 
 
m. Pemeliharaan Poskesdes 
 Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa juga menjadi skala prioritas 
dalam penggunaan dana desa di desa Pokak. Hal ini sesuai dengan 
Permendagri No. 19 Tahun 2017 perihal peningkatan kualitas dan akses 
terhadap pelayanan sosial dasar yakni diperuntukan untuk poskesdes atau 
polindes. 
 Pemeliharaan poskesdes yang dibiayai dari dana desa untuk tahun 
2018 berupa penggantian atap dan ternit. Dari sisi kesehatan, sudah 
dirasakan dampaknya oleh bidan yang bekerja dipos tersebut karena 
sekarang atas sudah tidak bocor. 
 
n. Pembangunan jamban bagi KK miskin 
 Pembangunan jamban untuk KK miskin ini juga sudah sesuai 
dengan Permendagri No. 19 Tahun 2017 perihal peningkatan kualitas dan 
akses terhadap pelayanan sosial dasar tentang pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasaran kesehatan yang salah 
satunya mengenai jambanisasi. 
 Program pembangunan ini dikhususkan bagi masyarakat yang 
belum memiliki jamban dirumah. Diharapkan dengan dibangunnya jamban 
ini, masyarakat tidak lagi buang air besar di sembarang tempat, karena 
akan menganggu kenyamanan dan juga tidak baik dari sisi kesehatan 
sendiri. 
 
o. Aspal dan betonisasi jalan desa 
 Terkait aspal dan betonisasi jalan desa ini sudah sesuai dengan 
Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang skala prioritas penggunaan dana 
desa untuk tahun anggaran 2018. 
 
2.   Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a. Pelatihan bagi Aparatur Desa di bidang Pengelolaan Keuangan Desa 
 Program pemberdayaan ini sudah sesuai dengan Permendesa No. 
19 Tahun 2017 tentang pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat 
tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. 
 Namun pelatihan dibidang pengelolaan keuangan desa ini hanya 
dilakukan oleh Operator dan juga bendahara desa yang terkait langusng 
dengan keuangan. 
 
 
b. Pemberdayaan Kaum Disabel 
 Program pemberdayaan bagi kaum disabel ini juga terdapat 
didalam Permendesa No. 19 Tahun 2017 terkait hal disabilitas. 
Pemberdayaan kaum disabilitas didesa Pokak dalam bentuk pemberian 
uang kepada lima orang di desa Pokak yang memiliki kebutuhan khusus 
sejak lahir. 
c. Pengembangan Pos Kesehatan 
 Dibidang kesehatan, pemberdayaan dilakukan dalam bentuk 
peningkatan gizi makanan, dimana setiap satu bulan sekali dibuatkan 
makanan sehat. Hal ini juga sudah sesuai dengan Permendesa No. 19 
Tahun 2017 perihal peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan 
sosial dasar yakni pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan 
sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah. 
d. Fasilitas informasi melalui internet desa 
 Program pemberdayaan yang terkait IT juga sudah sesuai dengan 
Permendagri No. 19 Tahun 2017. Program ini berupa pemasangan Wifi, 
namun penggunaan dana desa hanya boleh digunakan untuk pemasangan 
saja, untuk biaya perbulan tidak boleh dianggarkan dari dana desa. Selain 
itu belum semua lapisan masyarakat merasakan dampak dari fasilitas Wifi 
ini. 
e. Fasilitas kader KPMD 
 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sering disingkat 
KPMD ini berhubungan langsung dengan masyarakat terkait dengan 
pembangunan. Fasilitas kader KPMD ini juga sudah sesuai dengan 
Permendagri No. 19 Tahun 2017. 
 
4.3.6 Dampak Kesejahteraan Masyarakat 
 Dampak kesejahteraan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi sektor 
pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor pertanian. 
1. Sektor Pendidikan 
 Dari sektor pendidikan, berdasarkan hasil wawancara bahwa 
pemberian fasilitas bermain serta perawatan pembangunan PAUD dan TK 
sudah memberikan dampak bagi masyarakat. Untuk saat ini fasilitas yang 
ada disekolahan tersebut sudah dikatakan lengkap, sehingga akan lebih 
nyaman dan senang untuk anak-anak bermain dan belajar di sekolahan 
tersebut. 
2. Sektor kesehatan 
 Bidang kesehatan juga menjadi prioritas penting di dalam 
pembangunan yang didanai dari dana desa. Dari sisi kesehatan sudah 
dirasakan dampaknya oleh masyarakat umum serta dari bidan yang 
bertugas di poskesdes Pokak. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya 
dana desa yang salah satunya untuk kegiatan penggantian ternit atau atap 
poskesdes. Tempat yang biasanya bocor saat hujan tiba, saat ini sudah 
tidak terjadi lagi. Saat ini jika hujan datang, bangunan tersebut tetap 
nyaman tanpa ada air yang masuk ke dalam ruangan. 
 
3. Sektor Ekonomi 
 Dari sisi ekonomi salah satunya adalah pembuatan kios desa yang 
diperuntukkan bagi pedagang yang berjualan dilokasi wisata. Namun 
untuk dapat menggunakan kios tersebut, masyarakat diharuskan membayar 
biaya sewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang 
disana bahwa mereka merasa keberatan akan adanya biaya sewa tersebut. 
Mereka beranggapan bahwa pendapatan yang mereka dapat tidak 
sebanding dengan biaya sewa yang harus dikeluarkan. 
 Selain itu ada pembangunan taman wisata sendang sinongko. 
Pembangunan tersebut berupa pembuatan taman bermain, pembuatan 
obyek tulisan untuk foto serta penambahan fasilitas lainya. Diharapkan 
dengan adanya fasilitas ini dapat menarik minat pengunjung untuk datang. 
Namun untuk saat ini, dampak dari pembangunan taman wisata sendang 
Sinongko belum begitu dirasakan dampaknya oleh masyarakat, justru 
sekarang jumlah pengunjung berkurang dikarenakan air embung yang asat 
karena musim kemarau. 
 Berdasarkan hasil wawancara bahwa sarana prasarana jalan desa 
sudah memberikan dampak bagi masyarakat desa Pokak. Jalan desa yang 
dibiayai dari dana desa sudah memberikan kenyamanan serta 
mempermudah akses transportasi masyarakat sekitar untuk menjalankan 
aktivitasnya. 
 
 
4. Sektor Pertanian 
 Dari sektor pertanian, masyarakat banyak mendapat bantuan dari 
segi barang maupun uang. Bantuan sarana prasarana yang diberikan dari 
dana desa berupa alat pemotong rumput, semporotan hama, dan juga 
pembasmi rumput.Pemberian sarana prasarana pertanian dimana para 
petani sangat merasa terbantu dengan adanya dana desa ini. Mereka sangat 
merasakan dampak dari adanya mesin pembasmi hama, mesin pemotong 
rumput dan lain sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
 
5.1    Kesimpulan 
 
Pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada didesa Pokak secara 
umum sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bahkan untuk saat 
ini pemerintah desa Pokak sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa 
(Siskeudes) dalam tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan 
pelaporan. Dengan menggunakan sistem ini maka akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa akan dapat terwujud. 
Secara umum pengelolaan dana desa diperuntukkan untuk bidang 
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sudah 
sesuai dengan Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan skala prioritas 
penggunaan dana desa tahun 2018. Dari sisi pendidikan, kesehatan dan pertanian 
dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, sedangkan dari sisi ekonomi 
dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat desa Pokak. 
 
5.2 Keterbatan 
 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di 
uraikan diatas, terdaapt keterbatan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya membahas terkait tahap pengelolaan dana desa secara 
umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban.  
2. Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan antara kesesuaian dengan 
Permendagri tentang Pengelolaan Dana Desa serta Permendesa untuk 
prioritas penggunaan dana, belum membahas secara mendalam mengenai 
laporan keuangan yang terkait penggunaan dana desa. 
3. Kurangnya jumlah informan dalam pengumpulan data melalui wawancara 
yaitu perangkat desa. 
4. Kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa dan juga Ketua BPD Pokak 
terkait pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 
 
5.3 Saran 
 Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 
saran dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi penelitian selanjutnya agar membahas mengenai pengelolaan dana 
desa secara detail dan rinci, terlebih tentang sistem akuntansinya. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah informan 
terkhusus kepala desa agar dapat menilai dengan pasti mengenai 
pengelolaan dana desa. 
3. Bagi informan selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian 
yang lebih terbuka agar penelitian dapat dilakukan secara rinci dan 
mendalam. 
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3 Revisi 
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                   X X    
8 Munaqo 
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                     X   
9 Revisi 
Skripsi 
 
                      X X 
Lampiran 2 
Pedoman Wawancara 
 
A. PERENCANAAN 
 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah Desa Pokak?  
2. Bagaimana alur penyusunan APBDes? 
3. Apa sajakah hal yang dibahas dalam Musrenbagdes? 
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan Dana Desa? Apakah masyarakat ikut dilibatkan? 
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa saat perencanaan 
pengelolaan Dana Desa? 
6. Apa sajakah program yang menjadi prioritas Dana Desa demi 
terciptanya kesejahteraan masyarakat? 
7. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari 
peserta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan Dana 
Desa? 
 
B. PELAKSANAAN 
 
1. Apakah penerimaan dan pengeluaran yang terkait dalam pelaksanaan 
kewenangan desa harus dilakukan melalui rekening kas desa? 
2. Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme dalam pengelolaan 
Dana Desa? 
3. Bagaimana peran masyarakat desa Pokak dalam proses pelaksanaan 
program pembangunan yang didanai dari Dana Desa? 
 
C. PENATAUSAHAAN 
1. Siapakah yang melakukan kegiatan penatausahaan? 
2. Dokumen atau buku apa saja yang diperlukan terkait penerimaan dan 
pengeluaran? 
D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
1. Apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
Pokak dalam proses penggunaan dana desa? Dan dilaporkan kepada 
siapa saja? 
2. Apakah dalam hal pelaporan sudah menggunakan sistem informasi 
keuangan desa? 
 
E. DAMPAK PENGGUNAAN DANA DESA 
1. Apakah dengan adanya Dana Desa masyarakat sudah merasakan 
dampaknya? Dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat? 
- Pembangunan 
1.1 Rehap Jalan 
1.2 Pemeliharaan Embung/Kolam Milik Desa 
1.3 Pemeliharaan Kolam Milik Desa 
1.4 Pembangunan Kios Milik Desa 
1.5 Pembangunan Taman Wisata Sdg. Sinongko 
1.6 Normalisasi Saluran Irigasi 
1.7 Pembangunan Gorong-Gorong 
1.8 Pembangunan Sumur Resapan 
1.9 Pemeliharaan Pemakaman Desa/Petilasan 
1.10 Pemeliharaan Sampah 
1.11 Pemeliharaan Gardu Tani 
1.12 Pembangunan RTLH bai KK Miskin 
1.13 Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian 
1.14 Pemeliharaan Gd. PAUD dan TK Pertiwi 
1.15 Pemeliharaan Poskesdes 
1.16 Pembangunan Jamban bagi KK Miskin 
1.17 Aspal dan Betonisasi Jalan Desa 
 
- Pemberdayaan Masyarakat 
2.1 Pelatihan bagi Aparatur Desa di bidang Pengelolaan Keuangan 
Desa 
2.2 Pengelolaan BUMDesa 
2.3 Pengembangan Kesenian /Kebudayaan Lokal 
2.4 Fasilitas terhadap Kelompok Masyarakat Miskin 
2.5 Pengembangan Kirab Budaya Bersih Sendang Sinongko 
2.6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
2.7 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong 
2.8 Pemberdayaan Bagi Disabel 
2.9 Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda 
2.10 pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani 
2.11 pengembangan pos kesehatan 
2.12 pelaksanaan lomba potensi Bid. Keagamaan 
2.13 Fasilitas Kampung KB 
2.14 Fasilitas Informasi melalui internet desa 
2.15 Fasilitas perlombaan senam dalam rangka peringatan hari 
khusus 
2.16 Fasilitas Kader KPMD 
 
2. Dari sisi infrastruktur? Apakah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat? 
3. Dari sisi ekonomi, apakah dana desa memberikan dampak 
kesejahteraan? 
4. Dari sisi pendidikan, apakah dana desa memberikan dampak 
kesejahteraan? 
5. Dari sisi kesehatan, apakah dana desa memberikan dampak 
kesejahteraan bagi masyarakat? 
6. Dari sektor pertanian, apakah para petani bisa merasakan dampak dari 
adanya dana desa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Transkrip Hasil Wawancara 
 
PERANGKAT DESA 
Informan : Bapak Aditomo 
Jabatan : Bendahara Desa / Kaur Keuangan 
Tempat : Kantor Desa Pokak 
Tanggal : Selasa, 8 Januari 2019 
Waktu  : Pukul 09:40 WIB – selesai 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang 
dilakukan di desa Pokak? Tahapan-tahapannya itu seperti apa 
Pak? 
Informan : Perencanaan itu dimulai sebelum tahun anggaran, istilahnya kalau 
taun 2019 berarti tahun 2018 awal tahun ini sudah digedok. Nah 
kalo di Pokak akhir tahun sebelum tahun itu berjalan sudah 
dibicarakan lewat musrenbag. Musrenbang itu akan dihadiri oleh 
semua lembaga desa dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalo 
perencanaan dari dalam itu kan meliputi kasi perencanaan, sama 
kepala desa sama perangkat desa trus masuk ke musrenbang 
digodok lagi nanti ada usulan dari beberapa lapis masyarakat itu 
kita godog, terus awal tahun sebelum pelaksanaan itu tahun 
sebelumnya sudah. 
Peneliti : Kalau untuk alur dari penyusunan APBDes tahap-tahapannya 
seperti apa Pak? 
Informan : Ya melalui musrenbagdes juga, itu kan harus, sebelum semuanya 
sudah jadi hal terakhir yang dilakukan adalah meminta 
persetujuan BPD. Kita akan melakukan sidang dengan BPD untuk 
persetujuan dan tanda tangan, itu dihadiri oleh atasan kita nanti 
dari pihak Kecamatan. 
Peneliti : Pak, sebelum dari tahap musrenbagdes itu kan ada istilah Musdus 
dan Musdes, itu juga diterapkan disini atau tidak? 
Informan : Iya diterapkan. 
Peneliti : Kalau untuk Musdus dan Musdes apakah melibatkan masyarakat 
juga atau hanya perangkat desa saja? 
Informan : Melibatkan semuanya, perangkat desa, trus RW trus tokoh-tokoh 
disitu, RT atau biasanya tiap RT kalu Musdus itu ada dua tokoh 
Peneliti : Kemudian, hal apa saja yang dibahas saat musrenbagdes itu 
sendiri Pak? 
Informan : Kalo yang terjadi kan apa yang menjadi kendala mereka, apa yang 
bisa kita lakukan. Selebihnya kan itu istilahipun itu porsinya, e itu 
kan nggak penuh porsinya, makanya pihak desa yang menambahi 
perencanaan karena mereka mesti membicarakan yang urgent, 
yang prioritas, itu porsinya kurang jadi kita yang nutup. Disini 
kita menganut paham pemerataan dan keseimbangan dengan 
asumsi prioritas yang kita garap. 
 
Peneliti : Kalau untuk tingkat partisipasi dari masyarakat kira-kira berapa 
persen ya Pak, misalkan yang diundang itu 100, nah yang datang 
itu kira-kira berapa persen? 
Informan : Oo kalo Pokak 100% 
Peneliti : Berarti udah bagus? Berarti ini misal diundang datang semua gitu 
Pak? 
Informan : Oo Iya 
Peneliti : Kemudian yang menjadi prioritas dari penggunaan dana desa itu 
sendiri itu apa saja Pak, kalo di desa Pokak ini sendiri?  
Informan : Untuk tahun 2019 pengembalian alur saluran irigasi, yang 
sendang menuju ke area saluran irigasi disebelah utara desa Pokak 
sama penambahan dan penataan ruang bermain disekitar e selatan 
munuju sendang Sinongko 
Peneliti : Itu kan untuk tahun 2019 ya Pak, kalau untuk tahun 2018 sendiri 
prioritasnya untuk apa Pak? 
Informan : Kemarin kita prioritasnya di jalan pemukiman. 
Peneliti : Berarti infrastrukturnya ya pak 
Informan : Dulu infrastruktur, serkarang istilahipun kita fokus sama keluhan 
sama, itu kan pingin e kita menambah PAD, makanya kita fokus 
ke situ. 
Peneliti : Terus itu pak, untuk mengakomodir semua masukan dari 
masyarakat misalkan usulan-usulan dari masyarakat itu 
bagaimana Pak, apakah keluhan itu ditampung dan direalisasikan 
semua atau bagaimana Pak? 
Informan : Biasanya kan kita banyak pertemuan skala di desa itu yang 
melibatkan semua RT RW, itu bukan untuk musrenbangdes saja 
untuk kepentingan lain kita mendatangkan dalam artian ada acara 
yang memang semua RT RW datang kita nyambi sebelum tahun 
berikutnya untuk ngrasakke apa yang kurang disana, lha itu kita 
nampung disana. 
Peneliti : Kemudian untuk tahap selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan, nah 
untuk tahap pelaksanaannya sendiri apakah penerimaan dan 
pengelurannya itu harus melalui rekening kas desa Pak? 
Informan : Harus. Semua penerimaan untuk kepentingan kita harus melalui 
rekening. Desa Pokak mempunyai dua rekening rekening bank 
BPR klaten dan bank Jateng. 
Peneliti : Kemudian untuk proses dari pelaksanaan dan mekanisme 
pengelolaan dana desa itu bagaimana pak? Dalam pelaksanaanya 
apakah melibatkan masyarakat atau seperti apa Pak? 
Informan : Kalo fisik, pembangunan fisik di Desa Pokak semua stock holder 
sama pekerjanya 100% Pokak. Pemberdayaan ada semacam 
program pelatihan kayak kemarin kan kita harus mendatangkan 
narasumber sama yang ahli kan dari luar. Kalau prinsip kita paling 
tidak stock holder sama klo ada yang berpotensi SDM yang 
mampu untuk desa kita akan menggunakan tenaga dari mereka 
Peneliti : Kalau untuk pelaksanaan pembangunannya itu apakah ada 
informasi khusus untuk masyarakat seperti ada papan 
informasinya gitu pak? 
Informan : Ada. Akan ada selalu. Kan sekarang untuk pembangunan fisik itu 
kita harus sosialisasi dititik dimana kita garap dan sekitarnya kita 
kumpulkan. 
Peneliti : Kemudian terkait dengan penatausahaan itu siapakah yang 
melakukan kegiatan penatausahaan diDesa Pokak itu sendiri Pak? 
Informan : Di desa Pokak penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan, tapi 
sekarang di Pokak ada operator Siskeudes mereka mulai 
menggunakan siskeudes. 
Peneliti : Kemudian buku atau dokumen yang terkait dengan penerimaan 
dan pengeluran itu apa saja pak? Yang terkait dengan administrasi 
penatausahaan? 
Informan : Yang pasti buku bantu baca, buku kas umum, buku bank, buku 
perintah pembayaran. Itu sudah masuk sistem kok. Tinggal input. 
Peneliti : Sekarang yang terakhir, terkait pelaporan Pak, laporan yang 
dilaporakan setelah pelaksanaan pembangunan itu apa saja pak 
yang terkait dengan penggunaan dana desa? 
Informan : LPJ yang disertai bukti pendukung seperti kwitansi, foto dan RAB 
Peneliti : Kalau RAB itu kegunaanya untuk apa nggih Pak? 
Informan : RAB itu kan gambaran, misalkan kan kita mau membangun 
sebelah sana terus panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita butuh 
alat apa, tenaganya berapa. 
Peneliti : Kalau untuk pelaporannya sendiri pak, itu dilaporkan ke siapa saja 
pak? 
Informan : Alur e ke Kecamatan, kecamatan ke Kabupaten, nanti dinilai 
memang misal ada sesuatu kita dipanggil. Ada temuan ada 
kekurangan inspektorat 
Peneliti : Tapi sementara ini LPJ nya bagus kan pak, belum pernah 
dikembalikan kan Pak, disuruh ganti atau gimana gitu? 
Informan : Oo ya repair ya pasti mbak 
Peneliti : Setiap desa pasti ada Pak? 
Informan : Kebanyakan, kita mengerjakan LPJ begini begitu, ada 
kekurangan. Ya pasti, nanti yo enek yang bermasalah, temuan. 
Peneliti : Kemudian itu pak, untuk terkait pelaporannya itu berarti udah 
menggunakan sistem keuangan desa itu ya Pak? Itu sudah ada 
sejak kapan kalau di desa Pokak sendiri? 
Informan : Iya sudah. Sejak tahun 2017. 
Peneliti : Ohh baik pak, itu seputar pengelolaannya. Kemudian untuk 
penggunaan dari dana desa saya melihat dari APBDes tahun 2018 
lebih kepada bidang pembangunana dan juga pemberdayaan 
masyarakat, itu lebih detailnya seperti apa pak. Untuk bidang 
pembangunan, yang pertama itu kan ada rehap jalan, nah itu kira-
kira diwilayah mana saja, berapa m, kriteria untuk direhap, tujuan 
dari rehap jalan, manfaatnya itu seperti apa Pak? 
Informan : Yang direhap yang rusak, yang ra patut dadi dalan ngono lho 
mbak, mungkin sangat parah kondisinya, maksudnya barometer 
Pokak gitu lho. Kemungkinan kalo dalam artian seperti ini 
posisinya seperti Pokak seperti itu mungkin 2-3 tahun jalan ya 
ngga ada yang layak terpakai seperti itu. 
Peneliti : Nah untuk pembangunannya diwilayah mana saja Pak untuk rehap 
jalannya itu Pak? 
Informan : Di Pokak ada RW nya, RW nya 6, kita hampir samakan 
prosentase penggunaan dananya. Tapi sekarang ya sudah hampir 
sama, kalo dulu kan RW 05 yang menjadi prioritas karena disitu 
tertinggal, kita genjot, sekarang sudah level, RW 05 itu 
Tegalduwur. 
Peneliti : Berarti masyarakat dari adanya rehap jalan itu sudah merasa 
terbantu nggih Pak, dalam artian sudah nyaman untuk melewati 
dengan jalan yang udah bagus itu ya Pak ya 
Informan : Ya iya 
Peneliti : Kemudian yang kedua Pak, itu ada pemeliharaan embung atau 
kolam desa, itu yang dimaksud yang Sendang itu apa bukan Pak? 
Informan : Oh itu disana, kalo tahun 2019 disana, embung Muteran.  
Peneliti : Kalau untuk tahun 2018 Pak? 
Informan : Sana juga, Muteran.  
Peneliti : Ohh yang arah ke Ceper itu ya Pak? Yang ada pohon besarnya? 
Informan : Yang arah kampung mbak, yang dekat makam. Itu 2018 disana, 
kita kan punya sendang atau embung itu dua 
Peneliti : Dari pemeliharaan embung, tujuan dari pemeliharaannya itu untuk 
apa Pak? 
Informan : Kalo diSendang Sinongko kan pasti untuk irigasi, kalo itu ya 
untuk pembangunan nyata, kemarin kan itu ada yang retak. Itu 
sebenarnya untuk irigasi tapi dari awal lahir itu kan 
peruntukkannya dan kegunaannya untuk irigasi, seiring jaman kan 
trendingnya tempat-tempat wisata, kita pingin masuk kesitu 
Peneliti : Berarti untuk point pemeliharaan embung atau pemeliharaan 
kolam milik desa itu sama nggih Pak? 
Informan : Lain, kalo kolam itu kan udah ada. Kolam yang ada di kanan jalan 
itu. Itu ya dibantu, dikei tok ora di kapak-kapak ke, tidak 
sempurnalah mereka membangun e. Mosok ora didandani 
Peneliti : Kalo itu Pak, saya lihat di itu apa sendang itu ada kios desa, 
tujuan dari dibangunnya itu untuk apa? 
Informan : Itu 2018 kemarin. Dari pemerintahan desa disitu kan ada yang 
jualan, yen dodolan ngono kui kan yen disawang ora patut. Kita 
mencoba ngekei nggon tapi sementara desa belum mau nggunake 
itu belum, karena kan kita mau pilkades, misal diplot 
dimasyarakat ke ngko ndak panas, ini kan taun politik. Dadi wis 
ngono sik wae. Ya sebenarnya biar tertata yang jualan disitu. 
Peneliti : Kalo untuk pedagang nya sendiri apakah kalau menggunakannya 
dikenai biaya sewa? 
Informan : Kita belum mbahas mbak, bar pilkades. Masalah e ngko ndak, iki 
tahun politik 
Peneliti : Kemudian pak, untuk pembangunan taman wisata Sendang 
Sinongko, nah pembangunan yang ada itu seperti apa pak? Dalam 
bentuk apa gitu lho pak? 
Informan : Kita sebatas, baru pendukung e. Dulu ada bebek-bebekan, trus 
kolam renang yang kanan itu kita optimalkan kita repair kita 
fungsikan. Trus yang sebelah selatan ada taman area bermain, itu 
kita ikut menambahi nilai keindahan, terus besok udah ada portal 
masuk 
Peneliti : Kalau untuk normalisasi saluran irigasi itu sendiri pak, 
dilakukaknnya dimana saja pak? 
Informan : Itu baru bermasalah e mbak, ya biasanya satu desa 
Peneliti : Kemudian untuk pembangunan gorong-gorong itu pak? 
Informan : Ohh disana, di Pokak etan.  
Peneliti : Itu tujuannya dibanguan gorong-gorong untuk apa ya pak? 
Informan : Sudah lapuk, bukan dibangun tapi pemeliharaan.  
Peneliti : Untuk manfaatnya sendiri pak untuk masyarakat dengan 
dilakukannya pemeliharaan gorong-gorong itu pak? 
Informan : Ya nyaman gitu kan mbak, itu kan biasa untuk dilewati untuk 
jalan. Itukan bolong tengah. 
Peneliti : Kemudian itu ada pembangunan sumur resapan, itu dalam bentuk 
apa Pak? 
Informan : Sumur resapan ya itu nampung air, itu kadang kan karena 
landscape e tanah ngga rata kan tanah menggenang saat hujan. 
Untuk mengurangi banjir, mengurangi volume genangan air. 
Peneliti : Kemudian ada pemeliharaan sampah itu dalam bentuk apa Pak? 
Informan : Disebelah utara Pokak kan ada TPS, yang setiap berapa minggu 
itu kan diambil dari situ untuk dibawa 
Peneliti : Berarti tujuannya untuk apa pak? 
Informan : Biar orang-orang buang sampah disitu. Kayaknya ada yang 
nyadar ada yang tidak, kan sekalian untuk perawatan 
bangunannya itu, kan disitu juga ada biayanya. Manfaat yang 
dirasakan masyarakat agar halamannya bersih tidak ada sampah 
sembarangan agar dibuang disitu 
Peneliti : Kemudian ada pemeliharaan gardu tani, itu? 
Informan : Yang tengah itu, arah ke KUA. Itu kan ada gardu tani 
peneliti : Tujuan dari pemeliharaan gardu tani itu untuk apa Pak? 
Informan : Kan itu tempat nongkorongnya para petani-petani 
Peneliti : Berarti manfaatnya sudah dirasakan oleh para petani ya Pak. 
Kemudian ada pembangunan RTLH bagi KK miskin, RTLH itu 
apa ya pak ya? 
Informan : Rumah Tidak Layak Huni 
Peneliti : Kira-kira ada berapa rumah pak di desa Pokak terkait RTLH yang 
dibiayai dari dana desa? Untuk kriteria dari RTLH itu apa saja 
pak? 
Informan : Ada 5. RTLH itu secara fisikalnya belum dijubin, belum diplester 
terus kalo usuk sama reng nya masih bambu belum kayu.  
Peneliti : Kemudian ada sarana prasarana produksi pertanian, biasanya 
dalam bentuk apa pak? 
Informan : Kemarin dalam bentuk mesin pemotong rumput, semprotan hama, 
terus karo pembasmi rumput. 
Peneliti : Kemudian ada pemeliharaan gedung PAUD dan TK Pertiwi, 
biasanya dalam bentuk apa pak? 
Informan : Ya mereka yang tau persisnya pengelolaannya gitu, ya paling 
lebih ke bangunannya 
Peneliti : Kemudian itu ada pemeliharaan poskesdes? 
Informan : Iya disebelah itu, atap e udah ternit. Yen wong njowo iku ngaraki 
kemiringannya hampir rata, banyu ne kan pasti mendong gitu lho 
sik marai trocoh. Kalo ternit kan ada semacam aturan diameternya 
berapa centi. Dari sisi kesehatan sudah bagus merasakan nyaman 
Peneliti : Kemudian ada pembangunan jamban bagi KK miskin?  
Informan  Jamban bagi KK miskin jamannya dulu berhubungan dengan 
ODF. Open Devision Free , maksud e dengan jangan buang BAB 
disungai kan gitu. Itu programnya sudah ada sejak dulu, ini 
mungkin tahun terakhir kita, eh besok masih kita. 
Peneliti : Berarti yang belum punya jamban itu akan dibuatkan gitu ya pak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat sendiri itu kan ada 
pelatihan bagi Aparatur Desa dibidnag Pengelolaan Keuangan 
Desa, itu meliputi semua perangkat desa atau bagaimana Pak? 
Informan : Sementara ini operator sama bendahara 
Peneliti : Kemudian itu pak, ada pemberdayaan bagi disabel. Pemberdayaan 
yang diberikan itu dalam bentuk apa ya Pak? 
Informan : Sementara kita memberi mereka uang tunai 
Peneliti : Kalau didesa Pokak sendiri jumlah kaum disabelnya ada berapa 
pak? 
Informan : Disabel sekitar 5 orang, itu disabel ya seperti bisu gitu bukan 
dalam artian kecelakaan, yang dari lahir udah ada kekurangan 
Peneliti : Kalo itu pak, fasilitas kampung KB itu yang dimaksud disini yang 
seperti apa? 
Informan : Nggak-nggak, belum, pihak desa belum merealisasikan karena itu 
terjadi talud e retak kita fokus disitu 
Peneliti : Kemudian itu pak, ada fasilitas informasi melalui internet desa, itu 
gimana pak? 
Informan : Dinggo pasang wifi 
Peneliti : Berarti masyarakat bisa mengaksesnya pak tentang internet desa? 
Informan : Belum sepenuhnya 
Peneliti : Kemudian ada kader KPMD, apa itu pak? 
Informan : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, KPMD kan tugasnya 
membantu, merencanakan lurah, kepala desa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERANGKAT DESA 
Informan : Ibu Apriliana, S.E 
Jabatan : Kadus III/ PLT Sekretaris Desa 
Tempat : Kantor Desa Pokak 
Tanggal : Senin, 26 November 2018 
Waktu  : Pukul 10.00 WIB – selesai 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Apakah pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah 
desa Pokak sudah menerapkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa? 
Informan : Iya mbak, disini sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 113 Tahun 2014. 
Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah Desa Pokak? 
Informan : Pada awalnya melakukan musdes, musyawarah desa adalah 
musyawarah antara perangkat desa dengan BPD. Kemudian 
musrenbagdes, dimana musrenbagdes adalah musyawarah yang 
diikuti oleh lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, 
Karang Taruna, kelompok tani, dan disaksikan oleh pihak 
kecamatan. 
Peneliti : Kemudian saat musrenbagdes, membahas mengenai apa saja bu? 
informan : Membahas mengenai perencanaan pembangunan, penggunaan 
dari adanya dana desa 
Peneliti : Saat musrenbages, apakah masyarakat dilibatkan? Bagaimana 
tingkat partisipasi dari masyarakat bu? 
informan : Masyarakat dilibatkan, untuk tingkat partisipasi sekitar 87% 
Peneliti : Apa saja yang menjadi skala prioritas penggunaan Dana Desa? 
informan : Skala prioritas berdasarkan kebutuhan mendesak, dilihat mana 
dulu yang harus didahului. 
Peneliti : Apakah dalam musyawarah wajib menghadirkan BPD bu? 
informan : Iya mbak. Jumlah anggota BPD di desa Pokak ada 9 orang. 
Ketuanya bernama Pak Sutanto, wakilnya yakni Pak Susilo. 
Kriteria untuk bisa menjadi anggota BPD adalah BPD itu dipilih 
oleh masyarakat sekitar, pendidikannya minimal SMP.  
Peneliti : Tugas dari BPD seperti apa bu? 
informan : Kalau tugas dari anggota BPD sendiri adalah mengawasi jalannya 
pemerintahan di desa. 
Peneliti : Dalam pelaksanaanya apakah dibentuk TPD bu? 
informan : Maaf mbak, bukan TPD tapi TPK. TPK adalah Tim Pelaksana 
Kegiatan. TPK jumlahnya 1 dari unsur masyarakat. Tim ini harus 
mengetahui mengenai pembangunan dan juga cara pembuatan 
LPJ. 
Peneliti : Kalau tugas dari TPK sendiri seperti apa bu? 
informan : Tugasnya melakukan semua kegiatan baik fisik maupun non fisik 
mbak. 
Peneliti : Saat pelaksanaan pembangunan berlangsung bu, apakah dibuatkan 
papan informasi? 
informan : Iya mbak, dibuatkan papan informasi sekurangnya berisi nama 
kegiatan, waktu, jumlah anggaran, serta akan dibuatkan prasasti. 
Peneliti : Dalam pelaksanaannya, apakah semua pemasukan dan 
pengeluaran harus melalui rekening kas desa? 
informan : Ya harus mbak. 
Peneliti : Kalau untuk bukti pengeluran biasanya dicatat dalam buku apa 
bu?  
informan : Buku bank dan buku kas umum. Bukti pengeluran dapat berupa 
slip, nota, kwitansi. 
Peneliti : Kalau untuk kegiatan penatausahaan dilakukan oleh siapa njih bu? 
Informan : Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, kalau disini Kaur 
Keuangan mbak. 
Peneliti : Kalau untuk pelaporannya sendiri bu, itu seperti apa? 
Informan : Untuk penggunaan dana desa, wajib dibuatkan LPJ mbak, atau 
laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing kegiatan yang 
didanai dari dana desa. 
Peneliti : Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban nya seperti apa bu? 
Informan  Sekarang sudah menggunakan sistem mbak, dengan sistem 
keuangan desa atau siskeudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAMPING DESA 
 
Informan : Bu Sri Lestari 
Jabatan : PLD (Pendamping Lokal Desa) Desa Pokak 
Tempat : Rumah Ibu Sri Lestari 
Tanggal : Sabtu, 5 Januari 2019 
Waktu  : Pukul 12:00 WIB – selesai 
 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah Desa Pokak? Tahapannya seperti apa 
bu? 
Informan : Untuk tahap perencanaan itu mbak, perencanaan itu kan paling 
awal ya, biasanya dilakukan musyawarah dulu. Untuk tahapannya 
itu dimulai dari Musdus atau musyawarah dusun, kan tiap dusun 
itu pasti ada bayan kan mbak, jadi musdus itu lingkupnya dusun, 
kemudian musdes atau musyawarah desa. 
Peneliti : Oalah musdus dan musdes dulu ya bu? 
Informan : Kalau untuk musdes itu istilahnya punya usulan-usulan ditampung 
disitu, kemudian disusun tim yang anggotanya itu 7-11 orang 
untuk menyusun RKP Des 
Peneliti : Tim tersebut tugasnya seperti apa bu? 
Informan : Tugas dari tim ini adalah untuk memilih apa yang menjadi skala 
prioritas, jadi nanti diurutkan apa yang menjadi skala prioritas. 
Nah hasilnya itu akan dijadikan RKP untuk APBDes tahun 
selanjutnya. 
Peneliti : berarti untuk menyusun APBDes, misal tahun 2019 berarti 
rapatnya saat tahun 2018? 
Informan : Jadi misal rapatnya tahun ini, berarti APBDesnya untuk tahun 
selanjutnya. Kemudian dilanjutkan ke forum yang lebih besar 
yakni musrenbagdes, di musrenbagdes ini untuk menyampaikan 
hasil yang sekiranya menjadi prioritas itu apa saja, jadi nanti 
dimintai persetujuan atau pendapat dari peserta yang hadir dalam 
musyawarah. 
Peneliti : Kemudian bagaimana alur penyusunan APBDes bu? 
Informan : APBDes itu kan penganggaran ya mbak, jadi untuk penyusunan 
APBDes itu dimusyawarahkannya pada tahun lalu. Semisal 
APBDes tahun 2019 jadi untuk musrenbagdesnya pada tahun 
2018 dengan melihat RKPDes, apa yang menjadi masalah di desa 
maka program-program itu dijalankan dengan melihat RKPDes 
yang telah dibuat” 
Peneliti : Selanjutnya, saat musrenbagdes itu yang dibahas apa saja ya bu? 
Informan : Dalam musrenbagdes itu membahas mengenai program-program 
yang menjadi skala prioritas yang akan didanai dari dana desa, 
jadi saat musrenbagdes itu penyampampaikan apa apa saja saja 
yang menjadi prioritas program dan disampaikan untuk 
mendapatkan persetujuan dari para partisipan yang hadir. 
Peneliti : Untuk tingkat partisipasi dari masyarakat bu? Apakah masyarakat 
dilibatkan juga? 
Informan : Ya mbak, masyarakat tentu dilibatkan dalam musyawarah ini. 
Untuk tingkat partisipasi dari masyarakat sudah bagus mbak 
prosentasenya sekitar 80%-90%. 
Peneliti : Berarti tingkat partisipasi di Desa Pokak sudah bagus nggih bu? 
Informan : Ya mbak, kebanyakan ya misal di undang ya bakalan hadir. 
Peneliti : Kalau untuk rapat itu, yang diundang siapa saja nggih bu 
Informan : Ya masyarakat mbak, itu pasti. Kemudian ada rumah tangga 
miskin, RT/RW, BPD, perangkat desa. Jadi mencakup semua 
elemen mbak 
Peneliti : Kemudian, apa sajakah program yang menjadi prioritas Dana 
Desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat? 
Informan : Sarpras, kebanyakan untuk kegiatan sarana prasarana fisik mbak, 
seperti talud, betonisasi aspal. 
Peneliti : Terus bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan 
dari peserta musyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan 
Dana Desa? 
Informan : Ya semua usulan tetap ditampung terlebih dahulu mbak, nanti 
akan diambil mana yang menjadi skala prioritas dengan mengacu 
juga pada RKPDes 
Peneliti : Harus mengacu RPJMDes dan RKPDes berarti bu? 
Informan : Iya, nanti diambil yang paling urgent untuk programnya 
Peneliti : Kemudian untuk tahap pelaksanaan bu, Apakah penerimaan dan 
pengeluaran yang terkait dalam pelaksanaan kewenangan desa 
harus dilakukan melalui rekening kas desa? 
Informan : Ya pasti mbak, tidak hanya didesa Pokak, tapi semua desa untuk 
penerimaan dan pengelurannya harus dengan rekening kas desa. 
Peneliti : Kemudian Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme dalam 
pengelolaan Dana Desa? 
Informan : Dalam pelaksanaannya biasanya ada tim, dibentuk tim mbak Tim 
Pelaksana Desa 
Peneliti : Bagaimana peran masyarakat desa Pokak dalam proses 
pelaksanaan program pembangunan yang didanai dari Dana Desa? 
Informan : Ya memang seharusnya dilibatkan, tapi tidak untuk semua 
program pembangunan harus dari tenaga masyarakat sekitar, ya 
untuk pengaspalan misal itu kan harus yang sudah ahlinya tidak 
sembarangan orang bisa ngaspal jalan kan mbak 
Peneliti : Bagaimana peran pemerintah Desa Pokak dalam mendukung 
keterbukaan dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari 
Dana Desa?  
Informan : Biasanya setiap program pembangunan fisik akan dibuatkan 
papan informasi yang bisa dibaca oleh masyarakat umum mbak. 
Ya setidaknya berisi nama program pembangunan, nominalnya, 
waktu pengerjaannya. 
Peneliti : Untuk kegiatan penatausahaan bu, siapakah yang melakukan 
kegiatan tersebut? 
Informan : Ya mungkin kaur keuangan mbak, bendahara desa 
Peneliti : Kemudian untuk dokumen atau buku apa saja yang diperlukan 
terkait penerimaan dan pengeluran? 
Informan : Ya mungkin buku kas, buku bank 
Peneliti : Terkait pelaporan bu, apa sajakah jenis pelaporan yang dilakukan 
oleh pemerintah desa Pokak dalam proses penggunaan Dana 
Desa? Dan dilaporkan kepada siapa saja? 
Informan : Harus ada LPJ. Jadi setiap kegiatan harus menyampaikan LPJ 
Peneliti : Apakah dalam pelaporan sudah menggunakan sistem informasi 
keuangan desa? 
Informan : Sudah, setiap pelaporan harus menggunakan sistem itu 
Peneliti : Itu untuk pengelolaannya ya bu, kemudian untuk program yang 
didanai dari dana desa itu kan ada banyak bu untuk pembangunan 
dan pemberdayaan. Yang pertama itu ada rehap jalan, itu 
diwilayah mana saja bu? 
Informan : Itu di RW 1 2 3 4 5 6 ada semua 
Peneliti : Kalau tujuan dari rehap jalan untuk apa ya bu? 
Informan : Untuk memperlancar transportasi masyarakat 
Peneliti : Yang kedua, ada pemeliharaan embung atau kolam milik desa, itu 
dalam bentuk apa buk? 
Informan : Kemarin bikin pafling 
Peneliti : Dipinggir-pinggiran itu kan buk? 
Informan : Iya, embung milik desa kan ada 2 di Sendang sama Muteran. 
Muteran sana deket Pokak, pinggir etan, itu kemarin disana, untuk 
penataan pafling dikeliling sekitarnya itu. 
Peneliti : Kalau untuk tujuannya sendiri buk? 
Informan : Ya mungkin untuk kerapian, kebersihan, mungkin pafling masih 
tanah. 
Peneliti : Kalau untuk point ketiga buk, ada pemeliharaan kolam milik desa, 
berarti yang ada disendang itu buk? 
Informan : Ini antara 2 mbak, pemeliharaan embung/kolam milik desa, itu 
sama kayaknya, yang sana itu buat pafling, terus yang disitu itu 
buat apa ya pembersihan yang sendang itu kayaknya. Kayaknya 
pemeliharaan untuk sendang itu mbak. 
Peneliti : Kemudian untuk pembangunan kios itu buk, katanya kan 
disewakan, nah syaratnya apa untuk bisa menempati kios itu? 
Informan : Ya disewakan itu, dikhususkan untuk masyarakat setempat. 
Tujuannya nanti kan uang pemasukan itu bisa masuk PAD Desa 
Peneliti : Pembangunan taman wisata sendang sinongko? Itu gimana bu? 
Informan : Ya semua yang ada disendang itu, kayak tulisan-tulisan ya seperti 
itu. Ya tujuannya untuk memikat para pengunjung, supaya dateng 
Peneliti : Kemudian ada normalisasi saluran irigasi itu dimana saja buk? 
Informan : Itu di RW 3 kayaknya, ada 3 tempat. Yang saya tau ya disini 
mbak 
Peneliti : Tujuannya untuk apa ya bu? 
Informan : Ya tujuannya untuk kelancaran saluran irigasi 
Peneliti : Kemudian yang ketujuh ada pembangunan gorong-gorong 
lokasinya dimana ya bu? 
Informan : Kok iki aku ra ngerti ya mbak 
Peneliti : Ya sudah buk, dilompati saja. Kemudian ada pembangunan sumur 
resapan itu dimana buk? 
Informan : Ada di RW sini dan RW 5. 
Peneliti : Tujuannya untuk apa buk? 
Informan : Tujuannya untuk mengurangi banjir 
Peneliti : Itu juga melingkup warga atau gimana buk? 
Informan : Kayak sumur resapan gitu og mbak, biar ngresep disitu 
Peneliti : Kalau untuk pemeliharaan pemakaman desa atau petilasan buk? 
Itu gimana bu? 
Informan : Pemeliharan pemakaman atau petilasan, ini ngga boleh 
dilaksanakan  
Peneliti : Tapi disitu ada anggarannya itu buk? 
Informan : Kemarin anggarannya dialihkan untuk membuat talud penahan air 
Peneliti : Berarti itu ada perubahan ya bu? 
Informan : Iya kemarin itu diganti di APBDes perubahan 
Peneliti : Kalau untuk pemeliharaan sampah itu dalam bentuk apa buk? 
Informan : Kayaknya lho untuk pembagian kantong plastik, kemarin. Ya 
tujuannya mungkin biar tidak membuang sampah sembarangan 
Peneliti : Kalau pemeliharaan gardu tani? 
Informan : Yang tengah sawah itu bu, 
Peneliti : Kira-kira tujuannya apa bu? 
Informan : Opo yo, untuk keindahan mungkin. 
Peneliti : Kemudian pembangunan RTLH bagi KK miskin. RTLH itu apa to 
bu? 
Informan : Rumah Tidak Layak Huni 
Peneliti : Itu ada berapa rumah to bu? 
Informan : Ada 5 
Peneliti : Itu mencakup semua dukuh bu? 
Informan : Ya semua desa 
Peneliti : Kira-kira tujuan dari pembangunan RTLH apa ya bu? 
Informan : Ya yang tidak mampu, rumahnya yang tidak ini dikasih bantuan 
Peneliti : Kemudian ada pengadaan sarana prasarana produksi pertanian, 
kira-kira dalam bentuk apa bu? 
Informan : Kemarin itu diberikan dalam bentuk alat kok mbak 
Peneliti : Alat-alat pertanian? Kayak traktor buk? 
Informan : Ya semacam itu, tapi kemarin dibelikan alat pemotong rumput 
Peneliti : Kalau tujuannya sendiri buk? Berarti bisa digunakan oleh semua 
petani di desa 
Informan : Untuk mempermudah para petani. Tapi sistemnya pasti sewa 
Peneliti : Kalau untuk PKK nya sendiri buk, ibu terlibat tidak? 
Informan : Tidak 
Peneliti : Tadi kan saya ketemu bu bidan yang ada di poskesdes, itu katanya 
poskesdes masuk PKK gitu i buk? 
Informan : Sebenarnya untuk pembiayaan PKK itu tidak boleh. Tapi kalo 
poskesdes, posyandu seperti itu boleh raketang nanti dialirkan ke 
PKK. Tapi kalo untuk PKK nya sendiri sebenarnya tidak boleh 
Peneliti : Buk kalau untuk pemberdayaan bagi disabel sendiri itu dalam 
bentuk apa bu? 
Informan : Kalo kemarin katanya dikasih uang. Tapi saya juga ngga begitu 
paham, wong saya ngga diundang kok 
Peneliti : Buk, kalau kader KPMD sendiri itu apa to buk? 
Informan : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Peneliti : Itu gimana to buk? 
Informan : Itu berpusatnya di pembangunan, ya pokok nya yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat. 
Peneliti : Kalau untuk kesehatan itu lebih ke apa buk? Bangunan atau apa? 
Informan : Kalau kemarin itu untuk peningkatan gizi, makanan itu lho mbk, 
pas posyandu digawek ke opo, gitu mbak 
Peneliti : Kalau untuk fasilitas kampung KB itu gimana buk? 
Informan : Kemarin itu ngga dilaksanakan kok mbak 
Peneliti : Kalau untuk pengelolaan BUMDes itu buk? 
Informan : Saya juga ngga tau og mbak, makanya itu terlalu banyak 
programnya 
Peneliti : Kalau untuk internet desa itu buk? 
Informan : Saya juga tidak tau mbak. Tapi sebenarnya itu tidak boleh mbak, 
misal untuk membiayai per bulan, kalau untuk pemasangan awal 
yasudah untuk itu tok seharusnya 
 
 
 
 
 
 
 
TOKOH MASYARAKAT 
Informan : Bapak Sutanto 
Jabatan : Ketua BPD 
Tempat : Rumah Bpk Sutanto 
Tanggal : Minggu, 06 Januari 2019 
Waktu  : Pukul 14.00 - selesai 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang 
dilakukan oleh pemerintah Desa Pokak? 
Informan : Ya biasanya yen pengelolaan dana desa niku desa kok yang 
mengelola, kalo BPD kan cuma pengawasan. Bagaimana 
mekanisme pengelolaan iki kabeh nang desa e. Mekanisme 
pengelolaan Dana Desa iki sing paham ya mbak lia itu 
Peneliti : Kalau untuk alur penyusunan APBDes bagaimana pak? 
Informan : Alur penyusunan e ya Sekdes sik paham 
Peneliti : Apa saja yang dibahas di musrenbagdes pak? 
Informan : Sing dibahas nang musdes karo musrenbagdes yo masalah 
pembangunan, pembangunan desa 
Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pengelolaan Dana Desa? Apakah masyarakat 
dilibatkan? 
Informan : Dilibatkan nuh iki 
Peneliti : Kalau untuk tingkat partisipasinya pak? 
Informan : Yen sing diundang itu perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, RT RW, itu diundang dilibatkan. Untuk tingkat 
partisipasi sudah bagus. Kalo diundang ya pasti datang 
Peneliti : Apa saja program yang menjadi prioritas Dana Desa demi 
terciptanya kesejahteran masyarakat? 
Informan : Iki nang nggone sekdes i. Nang nggone sekdes ndue 
Peneliti : Kalau saya lihat dilaporan APBDes dibidang pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat. Kalau untuk ini bapaknya juga 
dilibatkan mboten to pak? Untuk rencana program-programnya 
untuk apa gitu? 
Informan : Dilibatkan no nang nggon rapat-rapat. Dilibatkan tapi penyusunan 
e program kan soko pihak desa, terus perencanaan e yo wektu 
mbahas iku dikei arsip yo ning saya ngga begitu ngarsip, yen desa 
mesti yo ndue. 
Peneliti : Berarti lebih ke pembangunan nya ya pak? 
Informan : Ho’o pembangunan fisik. Yang menjadi prioritas biasanya 
pembangunan fisik 
Peneliti : Berarti kalo rapat itu programnya sudah ada gitu to pak? Terus 
nanti setuju atau tidak programnya dijalankan? 
Informan : Perencanaan pertama kan rapat dulu musrenbagdes itu, setelah 
musrenbagdes kan ada usulan-usulan dari masyarakat to, trus 
direkap, menjadi prioritas disusun kemudian menjadi 
perencanaan. Baru wae rapat penetapan perencanaan 2019. 
Peneliti : Ohh misal perencanaannya tahun ini digunakannya untuk tahun 
2019 gitu to pak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Berarti bukan untuk tahun itu? 
Informan : Ndak, desember ini memutuskan rapat untuk pengelolaan dana 
desa dan sebagainya niku, APBDes lah istilah e itu untuk tahun 
2019 
Peneliti : Itu juga melihat dari RPJMDes 
Informan : Iya no, disesuaikan dengan RPJMDes nya itu 
Peneliti : Terus apakah penerimaan dan pengeluaran yang terkait dalam 
pelaksanaan kewenangan desa harus dilakukan melalui rekening 
kas desa?  
Informan : Mestine ho’o iki, tiap desa mesti ndue. Iki sing ngerti bendara 
desa 
Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan dan mekanisme dalam 
pengelolaan Dana Desa? 
Informan : Iki proses e yo pihak desa sik mengelola, BPD kan mung 
pengawasan. Takok nggone bu lia apa pak aditomo malah luwih 
paham 
Peneliti : Kalau kegiatan penatausahaan dilakukan oleh siapa pak? 
Informan : Wah saya tidak begitu tau i 
Peneliti : Kalau yang pelaporan pak? 
Informan : Ya pihak desa, biasanya BPD mengetahui. Kepala desa to yen 
pelaporan e 
Peneliti : Pak kalau dari program-programnya sendiri itu kan ada banyak 
kan pak, misalkan itu ada aspal jalan, nah apakah dari sarana 
prasarana seperti jalan itu apakah lebih baik atau seperti apa Pak? 
Informan : Kualitasnya atau apa? 
Peneliti : Itu, jalannya sudah baik atau belum, sudah diaspal semua atau 
belum? 
Informan : Belum 
Peneliti : Tapi itu saya lihat sudah baik itu pak 
Informan : Sik, nek pengaspalan itu kan bertahap to, trus ada jalan cor. Oh 
sudah, ya muk kualitas sik kurang itu saat ini. Hampir semuanya 
sudah diaspal tapi kan secara kualitasnya kurang baik kan di 1 
tahun rusak meneh jalan e 
Peneliti : Berarti secara fisik sudah bagus ya pak, hanya secara kualitasnya 
yang kurang? 
Informan : Etan iki wis tau diaspal tapi kan sekarang wis mulai rusak, sing 
dalan kesana terus sik tengah sawah itu kan yo do mulai rusak. 
Proses pengaspalan secara menyeluruh uwis, cuma pemeliharaan. 
Uwis di aspal tapi ra dipelihara kan yo rusak 
Peneliti : Tapi dengan adanya dana desa ini, bapak sudah mulai merasakan 
dampaknya kan pak? Sudah nyaman dengan jalan yang sudah 
bagus? 
Informan : Iya no. 
Peneliti : Kalau dari sisi ekonomi, untuk penggunaan dana desa itu 
digunakan untuk apa nggih pak? Misalkan disana diSendang itu 
kan ada kios desa 
Informan : Karena saya tidak melaksanakan anu ne saya tidak begitu paham e 
cuma tau lah itu nggo. Lha itu kan sumbernya macem-macem, ada 
bantuan APBD 1, APBD 2, dan desa dan itu sekdes yang lebih 
paham. 
Peneliti : Kalo itu pak, untuk sisi kesehatan apakah masyarakat sudah 
merasakan dampaknya dari adanya dana desa misalkan Poskesdes 
itu gimana Pak? 
Informan : Nek, kui dibiayai dari dana desa ngga to apa ora kegiatan 
puskesmas to? 
Peneliti : Itu di R APBDes ada itu pak, di pelaksanaan pembangunan ada 
pemeliharaan poskesdes. 
Informan : Iya mestine bermanfaat, trus poslansia, anak balita tunggal e itu 
to. 
Peneliti : Berarti dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat nggih Pak. 
Informan : Nggih 
Peneliti : Klo di bidang pertanian sendiri pak, itu diprioritaskan untuk apa 
Pak? Ada fasilitas untuk para petani atau bagaimana Pak? 
Informan : Apa itu ada dianggaran dana desa? 
Peneliti : Kayaknya ada pak, itu ada normalisasi saluran irigasi, terus ada 
pemeliharaan gardu tani, terus ada pengadaan sarana prasarana 
produksi pertanian pak 
Informan : Sarana prasarana, kui bantuan peralatan mestine 
Peneliti : Bantuan kayak apa pak? 
Informan : Dulu pernah ada, tapi pengeloaan e pie itu, pernah ada kok. Itu di 
kelompok tani yang lebih tau 
Peneliti : Berarti dampaknya sudah dirasakan oleh para petani nggih pak 
Informan : Iya merasa terbantu 
Peneliti : Kalau untuk bidang pendidikan, itu kan ada PAUD, itu gimana 
pak? 
Informan : Aku ngga begitu paham i 
Peneliti : Kalau untuk gedungnya itu pak, itu juga dari dana desa atau 
gimana pak? 
Informan : Wah aku yo ra patek anu. Mestine itu bantuan desa 
Peneliti : Kalau dilaporan APBDes itu ada pak pemeliharaan gedung PAUD 
dan TK Pertiwi 
Informan : Oo berarti ya untuk membantu itu 
Peneliti : Pembangunan fasilitas itu nggih pak nggih. Berarti udah 
merasakan dampaknya. Kemudian itu pak, ada skala prioritas 
untuk kaum disabilitas itu dalam bentuk apa Pak 
Informan : Sik, disabilitas sik anak cacat kui to 
peneliti : Iya pak yang memiliki kebutuhan khusus 
Informan : Kui nang nggone, kui pernah bantu opo nang APBDes? 
peneliti : Tidak disebutkan itu pak, Cuma  pemberdayaan bagi disabel gitu i 
pak 
Informan : Itu yang mengelola yang lebih tau, yang program keuangan itu 
yang mengelola  
peneliti : Berarti tugas dari BPD itu hanya pengawasan saja Pak? 
Informan : Iya pengawasan 
peneliti : berarti untuk program-program nya itu udah terima jadi, udah ada 
ini, kemudian dijalankan 
Informan : Pada saat perencanaan dilibatke, terus nanti desa membuat skala 
prioritas terus dibahas dadi penetapan ya dilibatke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOKOH MASYARAKAT 
Informan : Bapak Sutopo 
Jabatan : Ketua RT 5 
Tempat : Rumah Bapak Sutopo 
Tanggal : Minggu, 06 Januari 2019 
Waktu  : Pukul 12.30 – 13.35 
 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Pak niki wonten beberapa pertanyaan seputar pengelolaan dana 
desa. 
Informan : Wah kalo itu pihak desa yang tau 
Peneliti : Tapi yen enten rapat-rapat niku Bapak juga ikut? 
Informan : Nggih, nek ajeng musrenbagdes niku kan dijak rapat 
Peneliti : Berarti ini program-program nya udah dari kelurahan gitu to Pak? 
Informan : Iya, itu RT dijak rapat gur ngusulke, tapi keputusan tetap ada di 
pihak desa 
Peneliti : Kalo ini pak, bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan 
Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pokak? 
Informan : Wah iki yo ra ngerti kabeh no, yen iki bagaimana pemerintah desa 
mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah dalam 
proses perencanaan pengelolaan Dana Desa? Yen iki ho o dijak 
rapat, ya namung niku tok sik reti, lha meh pripun 
Peneliti : Kalo program-program nya itu usulan dari masyarakat napa 
pripun pak? 
Informan : Iya, ya pembangunan ya talud, saluran, terus aspal ya lingkungan 
apa yang diperlukan 
Peneliti : Berarti secara aktif masyarakat dilibatkan mboten pak, misal itu 
ada kios desa, sing mbangun niku nggih warga sekitar mriki napa 
pripun pak? 
Informan : Mboten ngerti, wong mpun diborongke kok 
Peneliti : Ohh mpun diborongke sedanten, berarti jalan-jalan niku nggih 
Pak? 
Informan : Nggih. Koyo samping niku, niku bantuan ne 
Peneliti : Ohh gendeng niku pak 
Informan : Nggih, niku rak bantuan, bantuan nopo RT nggih mboten ngerti, 
ngerti-ngerti mpun entuk 
Peneliti : Oalah nggih pak. Yen musyawarah niku biasane bulan napa pak? 
musrenbagdes niku pak? 
Informan : Niku desember, akhir tahun niku, mengke awal tahun mengke 
enten februari  
Peneliti : Biasanipun yang hadir sinten mawon pak ten musrenbagdes niku? 
Informan : Semua RT diundang, RT RW terus tokoh masyarakat, terus BPD 
lha niku 
Peneliti : Berarti niku mpun enten program e trus disampaikan gitu to pak? 
Informan : Yen kulo nggih biasane ngusulke lingkungan nggen kulo, nggih 
dicatet mriko, tapi dilaksanakan apa tidak kan kulo nggih mboten 
ngerti. Nyatane kulo ngusulke saluran etan ndeso niku, dari 2014 
sampek tahun sekarang belum dilaksanakan. 
Peneliti : Tapi yen pembangunan niku enten 3 dukuh kan pak, tegalduwur, 
tegalan, pokak. Niku merata nopo pripun? 
Informan : Sing okeh ya tegalduwur, pokak. 
Peneliti : Menawi kios desa niku pripun pak, disewa ke napa pripun pak? 
Informan : Niku dereng enten program, niku mpun dadi to, rencana mau 
disewa ke napa dingge kelurahan e nggih dereng ngertos 
Peneliti : Seharusnya yang memakai masyarakat sini kan pak? 
Informan : Nggih kudu ne ngoten 
Peneliti : Kalo saya melihat laporan APBDes itu kan ada banyak program, 
misalkan rehap jalan, niku ten daerah pundi mawon bapak e 
ngertos mboten pak? 
Informan : Kulo mboten ngertos mbak. Trus niki pengelolaan embung niku 
kan enten pas ambrol didandani melih, terus nggen kolam digawe 
taman, niku dana ne dari dana desa, tapi anggarane pinten kulo 
nggih mboten ngertos. Trus sing ngerjakke nggih pemborong 
Peneliti : Tapi misalkan dari rehap jalan, kan jalannya mpun alus, bapak 
nggih mpun ngrasakke dampak e dereng? 
Informan : Nggih mpun, mpun alus, mpun rumogso penak ketimbang wingi-
wingi. yen program-program kulo mboten ngertos, kulo yen 
mboten dijak rapat nggih dilibatke RT RW, trus yen masalah 
pengerjaan e kulo mboten dilibatke pengerjaan e. Nek dilibatke 
kan Pak Topo ngawasi melu nyambut gawe ten mriku, rak ngoten 
to maksud e njenengan, niku mboten. 
Peneliti : Misal dari sisi ekonomi pak, niku dana desa dingge nopo ngge 
pak? Kios desa niku masuk nggeh pak nggih?  
Informan : Nggih tapi dereng dingge.  
Peneliti : Berarti masyarakat belum merasakan dampaknya dari adanya kios 
desa nggih pak? 
Informan : Belum, nggih niku kan enten warung-warung mbak niku, lha niku. 
Ten sendang yen enek toyo ne rame mbak, tapi niki sat 
Peneliti : Kalo dari sisi pendidikan, niku enten dampak e mboten Pak, enten 
bantuan-bantuan napa pripun. Kan enten pemeliharaan gedung 
PAUD dan TK Pertiwi niku pak 
Informan : Nggih mungkin gedung niku mbak dibenahi kaleh nambah 
fasilitas-fasilitas sekolahan. Niku dana desa kathah og mbak, ten 
pemuda nggih enten, ning Pokak kalih Tegalduwur, nek sendang 
niku benten, rodo di anu mergane napa nggih mungkin sing paling 
akeh Tegalduwur kalih Pokak. Terus kalih pembangunan sing 
katah nggih Tegalduwur kalih Pokak. 
Peneliti : Kalau dari sisi kesehatan pripun Pak program ipun? 
Informan : Kan niku setiap 2 bulan sekali ada pengobatan gratis, trus enten 
kegiatan napa niku untuk warga yang kurang mampu, warga yang 
kurang sehat. Itu ada 
Peneliti : Kalau untuk poskesdes niku nggih angsal bantuan Pak?  
Informan : Nggih angsal nuh, trus gedung niku nggih dari dana desa. 
Peneliti : Berarti mpun sae nggih pak? 
Informan : Nggih dari kesehatan mpun sae, masyarakat merasakan 
dampaknya. 
Peneliti : Kalau dari sisi pertanian pak? 
Informan : Pertanian, pertanian ada 2 kelompok tegalduwur ada kelompok, 
pokak ada kelompok Sardono mulyo 1 dan sardono mulyo 2, jadi 
setiap 1 bulan sekali ada pertemuan untuk membahas pertanian. 
Peneliti : bantuan niku biasane dalam bentuk nopo pak? 
Informan : Ada uang ada barang. Barang seperti diesel, pemotong rumput, 
mesin tanam, kombi, kombi niku dingge ngerit pari sing wis tuwo, 
sing dingge panen seperti traktor. 
Peneliti : Berarti masyarakat dapet ngangge niku secara gratis Pak? 
Informan : Petani bisa memakai alatnya, tapi dengan sistem sewa mbak, 
mboten gratis. Tapi misal jadi anggota kelompok tani ya beda 
mbak bayar sewanya. 
Peneliti : Berarti dari sisi pertanian masyarakat mpun merasakan 
dampaknya nggih pak? 
Informan : Untuk sektor pertanian, masyarakat desa Pokak sampun 
merasakan dampaknya mbak. Sangat terbantu dengan adanya alat-
alat tersebut, karena sangat memudahkan saat akan tanam sampai 
saat panen, istilah e dengan alat tersebut lebih cepet ngono mbak. 
Trus juga ada bantuan bibit mbak sama pupuk, bisa buat modal 
petani, saya sangat merasakan  dampaknya mbak, bagus mbak ini, 
mpun sae”.  
Peneliti : Kalo yang jualan sendiri misal garwane jenengan, niku nggih 
enten bantuan-bantuan dari dana desa mboten pak? 
Informan : Nggih pernah dijaug i fotocopy KTP, KK, kita wong cilik nggih 
manut wae mbak, didawuhi iki yo manut. Tp realisasi pripun 
nggih dereng ngertos. Nggih enten bantuan WC sing dereng gadah 
didamelke tapi ya mung cara ne bantu kurang puas dan kurang 
cocok, misal dipasangi bis, septi tank buangan akhir, tapi nggih 
namung kui tok. Mboten lengkap. WC niku nggih dereng dinggo, 
dereng komplit. Nggih yen pingin ya kudu ragad dewe neh. 
Peneliti : Oh nggih pak, ten kasaran nggih enten 
Informan : Nggih sire ki dingge mancing mbak koe tak kei iki, koe ya melu 
urun. Niku rumah niku bantuan gendheng kalih mandap, dilepo 
mbak 
Peneliti : Berarti dari adanya dana desa itu bisa sedikit membantu nggih 
pak? 
Informan  Nggih, sangat membantu 
TOKOH MASYARAKAT 
Informan : Ibu Siti Nurkayati 
Jabatan : Bidan Poskesdes 
Tempat : Poskesdes 
Tanggal : Sabtu, 05 Januari 2019 
Waktu  : Pukul 12.30 – 13.35 
 
 
Deskripsi Wawancara 
Peneliti : Bu, saya mau bertanya seputar pengelolaan dana desa dan 
dampaknya terhadap masyarakat. Apakah ibu juga dilibatkan 
dalam tahap perencanaan? 
Informan : Ya awal-awal itu kita juga diajak rapat mbak. Tapi saya tidak 
begitu paham tentang tahap perencanaan.  
Peneliti : Berarti masyarakat juga dilibatkan bu saat musyawarah itu? 
Informan : Iya mbak, melibatkan ketua RT/RW, perangkat desa, ketua PKK, 
ketua karang taruna. Saya sendiri juga ikut rapat, tapi saya tidak 
begitu aktif. Kalau lebih jelasnya mending temui ketua PKK saja 
mbak, karna poskesdes ini juga masuk ranah PKK 
Peneliti : Kalau dari kesehatan sendiri bu? Pemberian bantuan dalam bentuk 
apa ya bu? 
Informan : Ini mbak kemarin ternitnya diganti. Kan awalnya itu kalau hujan 
mesti bocor mbak, jadi disini basah semua.  
Peneliti : Berarti ibu merasakan dampaknya? 
Informan : Iya mbak, sangat merasakan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak 
bocor lagi, sudah nyaman sekali sekarang. Mbak mending kamu 
nemui Pendamping Lokal Desa saja, nemui bu Sri Lestari, dia 
yang mengawal semua kegiatan mbak, pasti paham betul tentang 
pengelolaan ini. 
Peneliti : Baik bu terima kasih informasinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Banner APBDes Desa Pokak Tahun 2018 
 
 
Sumber: Foto pribadi penulis, diambil pada 2 September , 2018 
 
Lampiran 5 
Bukti RPJMDes Desa Pokak tahun 2014-2019 
 
 
Sumber: Foto pribadi penulis, diambil pada 15 Januari 2019 
Lampiran 6 
Foto Program yang Didanai dari Dana Desa Tahun 2018 
 
                    
                   (Rehap Jalan)   (Pemeliharaan Kolam milik Desa) 
                   
        (Pembangunan Kios Milik Desa)      (Pembangunan taman wisata) 
 
            
   (Pemeliharaan Poskesdes)  (Pemeliharaan gedung PAUD/ TK) 
 
Sumber: Foto Pribadi Penulis, diambil pada 15 Januari 2019 
Lampiran 7 
Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
Daftar Riwayat Hidup 
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IPK Terakhir     : 3,63 
Riwayat Pendidikan    : TK ABA Karang Kulon 
        SDN 1 Pasungan 
        SMPN 2 Ceper 
        SMKN 1 Klaten 
        IAIN Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
Bukti Cek Plagiasi 
 
 
 
